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aminan kepastian
dan kemudahan
berusaha merupa-
kan prasyarat sub-
stansial bagi setiap aktivi-
tas investasi, termasuk di
Indonesia. Dalam konteks
itu, reformasi perizinan
merupakan pintu masuk
untuk meyakinkan inves-
tor bahwa modal yang
ditanam akan tumbuh
dalam suatu lingkungan
usaha yang kondusif.
Di sana, pelaku usaha
memperoleh layanan
yang mudah, efisien dan
berkepastian tanpa harus
mengorbankan aspek
keselamatan lingkungan
dan proteksi sosial yang
menjadi bagian penting
dari setiap kegiatan pere-
konomian.

Indonesia hari ini masih
terus berupaya melakukan
penataan perizinan seba-
gai bagian dari reformasi
struktural. Upaya tersebut
diwujudkan melalui had-
irnya 16 Paket Kebijakan

Ekonomi sejak September

2015 yang berlandaskan
pada deregulasi dan refor-
masi birokrasi (khususnya
Paket No. XIl dan Paket

No. XVI). Tindak lanjut
Paket Kebijakan Ekonomi
tersebut adalah hadirnya
Perpres No. 91 Tahun 2017
tentang Percepatan Pe-
layanan Berusaha yang
kemudian ditindaklanjuti
dengan penerbitan PP No.
24 Tahun 2018 tentang
Sistem Pela- yanan Periz-
inan Terintegrasi Berbasis
Elektronik (Sistem Online
Single Submission, OSS).

Sistem 0SS hadir sebagai
cara kerja baru (new fash-
ion) dan arah kebijakan
(new regime) dalam refor-
masi layanan perizinan
usaha di negeri ini. Seman-
gat utama dari reformasi
perizinan berbasis sistem
0SS adalah mendorong
kemudahan dan kepastian
berusaha dengan pelay-
anan terstandard. Setahun
penerapan 0SS, tantangan
dan hambatan masih
dihadapi terutama pada
tiga aspek yaitu regulasi,
sistem dan tata laksana.

Berangkat dari latar
tersebut, KPPOD melaku-
kan studi evaluasi untuk

mengetahui peta dan

akar penyebab masalah
implementasi 0SS. Evalu-
asi tersebut dilakukan di
daerah-daerah yang se-
lama ini memiliki peran
signifikan dalam pereko-
nomian nasional, terutama
dalam hal investasi yaitu
DKI Jakarta, Sumatera
Utara (Deli Serdang dan
Toba-Samosir), Kalimantan
Barat (Pontianak dan Kubu
Raya), Jawa Timur (Sura-
baya dan Sidoarjo), Nusa
Tenggara Barat (Mataram
dan Lombok Tengah) dan
Sulawesi Selatan (Makas-
sar dan Maros).

Reformasi
perizinan
merupakan pintu
masuk untuk
meyakinkan
investor bahwa
modal yang
ditanam akan
tumbuh dalam
suatu lingkungan
usaha yang

kondusif.




Temuan Kunci

Temuan dan analisis
dalam laporan ini meru-
pakan hasil studi kualitatif
yang dilakukan melalui pe-
nelitian lapangan, diskusi
terbatas (FGD) dan kajian
pustaka.

Temuan pada aspek regu-
lasi, antara lain, adanya
disharmoni antara PP No.
24 Tahun 2018 dengan UU
No. 25 Tahun 2007 ten-
tang Penanaman Modal
dan UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerinta-
han Daerah. Disharmoni
tersebut menyangkut ke-
wenangan penerbitan izin
vang sebelumnya berada
di kepala daerah, sekarang
berpindah ke lembaga 0SS.
Fungsi lembaga perizinan
vang tadinya didelegasi-
kan UU Penanaman Modal
kepada PTSP, sekarang
malah bergeser ke lem-
baga 0SS.

Pada elemen kunci lain,
yakni standardisasi per-
izinan berbasis Norma,
Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK), masalah
krusial datang dari kondisi
masih belum lengkap dan
detailnya tata prosedural.
Hal itu, misalnya, terlihat

-
@)

pada isi Permenpar No. 10
Tahun 2018 yang menga-
tur NSPK perizinan di
bidang pariwisata. Kele-
mahan ini memunculkan

Temuan dan
analisis dalam
laporan ini
merupakan hasil
studi kualitatif yang
dilakukan melalui
penelitian
lapangan, diskusi
terbatas (FGD) dan
kajian pustaka.

variasi dalam Standar
Operasional Prosedur
(SOP) daerah yang dapat
berimplikasi pada variasi
perizinan dan ketidakpas-
tian berusaha di daerah.

Sementara pada aspek
sistem, kelemahan 055
terdapat pada fitur penen-
tuan lokasi usaha (loca-
tion tagging) yang belum
sinkron dengan Ren-
cana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), serta ketersedi-
aan Rencana Detil Tata
Ruang (sejauh ini baru

51 daerah yang memiliki

dokumen RDTR). Hal ini
dapat berimplikasi pada
pendirian lokasi usaha
yang tidak sesuai dengan
perencanaan daerah seba-
gaimana ditetapkan dalam
dokumen RTRW, atau
bahkan tak berbasis lokasi
(blok peruntukan dan per-
sil peruntukan) lantaran
ketiadaan RDTR.

Permasalahan krusial lain
di aspek sistem adalah
sistem 0SS belum terinte-
grasi utuh dengan sistem
layanan perizinan Kemen-
terian/Lembaga sektor
dan daerah. Contohnya

di DKI Jakarta dan Kota
Surabaya yang menjadi
wajah Indonesia pada sur-
vei Ease of Doing Busi-
ness (EoDB). DKI Jakarta
mengintegrasikan JakeEVO
dan sistem 0SS terbatas
pada pelayanan perizinan
SIUP. Sementara, izin-izin
yang lain masih dilayani
terpisah di sistem mandiri
DKI Jakarta. Sedangkan
Kota Surabaya belum
mengintegrasikan satu-
pun layanan izin dengan
sistem 0OSS.

vii



Aspek tata laksana pada
sistem 0SS juga tak bebas
masalah. Pemahaman
yang berbeda antara Pem-
da dan instansi vertikal
seperti BPN juga menjadi
penghambat pelayanan
pemenuhan komitmen
izin lokasi. Selain itu,
penggunaan Nomor Induk
Berusaha (NIB) sebagai
pengganti Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) juga
tidak diakui oleh perban-
kan di beberapa daerah.
Dan terakhir, ketiadaan
standar layanan notaris
untuk proses perubahan
akta pendirian—karena
adanya perubahan Klasifi-
kasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) berim-
plikasi pada meningginya
beban biaya yang ditang-
gung oleh pelaku usaha.

viii
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Rekomendasi

Sebagai sebuah platform
penting dalam reformasi
perizinan bagi kepastian
dan kemudahan beru-
saha, keberadaan 055
patut didukung. Untuk itu
diperlukan upaya perbai-
kan secara menyeluruh,
terintegrasi dan tidak ter-
fragementasi baik di level
nasional maupun daerah
dalam sebuah strategi
reform.

Perbaikan dimaksud men-
yasar pada empat arena
reform. Pertama, deregu-

dan cepat (waktu). Ketiga,
digitalisasi: mewujudkan
“Satu Sistem, Satu Data”
melalui proses integrasi
layanan perizinan mela-
lui optimalisasi SiCANTIK
dan membuat platform
yang lebih user friendly;
dan keempat, pembena-
han regulatory delivery:
menciptakan tata kelola,
akuntabilitas, dan budaya
yang memberi ruang
bagi terwujudnya ling-
kungan kebijakan, komit-
men politik, dan kapasitas
pelaksanaan yang selaras
dengan semangat mewu-
judkankan kepastian dan

lasi: menerbitkan Omnibus kemudahan berusaha.

Law sebagai payung hu-
kum tunggal perizinan dan
menyusun NSPK generik
sebagai model bersama
semua pihak (Pusat dan
Daerah). Kedua, debi-
rokratisasi: me-lakukan
efisiensi proses bisnis
melalui penguatan siner-
gitas sistem.

Sinergitas tersebut memi-
nimalisasi hambatan
dalam implementasi
(terutama pemenuhan izin
komitmen) dan mewu-
judkan layanan perizinan
yang lebih mudah (prose-
dur), proporsional (biaya)

Perbaikan yang
dimaksud
menyasar pada
empat arena
reform yaitu
deregulasi,
debirokratisasi,
digitalisasi dan
pembenahan
regulatory
delivery
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I.1. Latar Belakang

Reformasi perizinan
dinilai menjadi pintu
masuk untuk meyakin-
kan bagi investor bahwa
modal yang ditanam
akan tumbubh di dalam
lingkungan usaha yang

kondusif

Jaminan kepastian dan kemudahan beru-
saha merupakan prasyarat elementer

bagi setiap aktivitas investasi, termasuk

di Indonesia. Dalam konteks itu, reformasi
perizinan dinilai menjadi pintu masuk untuk
mevakinkan (memberi “kesan pertama”)
bagi investor bahwa modal yang ditanam
akan tumbuh di dalam lingkungan usaha
yang kondusif. Di sana, pelaku usaha
memperoleh layanan mudah, efisien dan
berkepastian tanpa harus mengorbankan
aspek keselamatan lingkungan dan proteksi
sosial yang tentu saja berdampak penting
pula bagi setiap kegiatan perekonomian.

Dalam keperluan demikian, dewasa ini,
pemerintah secara giat menata perizinan
sebagai bagian dari reformasi struktural.
Sejak bulan Sepetember 2015 hingga saat
ini, sejumlah 16 paket kebijakan ekonomi
diterbitkan, di mana deregulasi dan debirok-
ratisasi perizinan ditempatkan sebagai inst-
rumen pelaksanaan kebijakan (khususnya
Paket No. XIl dan Paket No. XVI). Sebagai tin-
dak lanjutnya, pada tataran regulasi diter-
bitkan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelayanan Berusaha dan PP No.
24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan
Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik
(Online Single Submission). Kedua aturan



tersebut berikhtiar meletakan standar
baru dalam cara kerja (new fashion)
dan arah kebijakan (new regime) refor-
masi perizinan usaha di negeri ini' .

Bagaimana pelaksanaan reformasi per-
izinan tersebut, khususnya penggunaan
platform 0SS, di lapangan? Bagaimana
pemda merespon perubahan kebi-
jakan yang ada, serta apa saja yang
dirasakan (manfaat ataupun masalah)
pelaku usaha dalam pengalaman nyata
menguurus perizinan usaha mereka?
Sejumlah pertanyaan generik ini men-
jadi dorongan awal bagi KPPOD untuk
melakukan studi evaluasi pelaksanaan
PP No.24 Tahun 2018, terutama di level
Kabupaten/Kota sebagai lokus utama
penyelenggaraan izin usaha. Niat
pelaksanaan studi ini tak terlepas dari
masuknya informasi awal yang disam-
paikan pemda dan pelaku usaha terkait
tantangan pelaksanaan 0SS di daerah.
Setidaknya, klasifikasi masalah yang
ada terletak pada tiga aspek utama:
regulasi, sistem dan tata laksana. Aspek

1 [Ikhtiar tersebut diharapkan tercapai melalui,
antara lain, upaya standardisasi dan simplifikasi
waktu, prosedur dan biaya layanan dengan me-
manfaatkan teknologi yang terintegrasi secara
nasional. Selain itu, Online Single Submission (OSS)
juga mendorong integrasi antar-pemerintahan pada
tingkat sistem kerja lewat aplikasi yang terhubung,
data/informasi dan proses pengurusan beberapa
izin usaha dilakukan melalui satu platform nasional.
Pengurusan izin yang bersifat online dan memiliki
prosedur sama tidak perlu lagi dilakukan di daerah
lokasi usaha (cukup melalui OSS yang dapat diakses

di seluruh daerah).

@)

regulasi berkenan kerangka kebijakan
yang menijadi alas legal pelaksan-

aan 0SS, yakni PP No.24 Tahun 2018,
Perpres No.91 Tahun 2017, peraturan
menteri (NSPK) dan peraturan kepala
daerah (SOP). Aspek sistem menggam-
barkan keterpaduan elemen-elemen
pendukung bagi keberhasilan pelaksan-
aan 0SS: infrastruktur (database KBLI,
teknologi informasi), SDM aparatur,
ketersediaan anggaran, dst. Serta aspek
Tata Laksana menyangkut proses pe-
nyelenggaraan izin dan hubungan kerja
antar unit layanan dalam rangka meng-
hasilkan kinerja prima (prosedur ring-
kas serta waktu dan biaya yang efisien).

Dalam kebermasalahan pada aspek
regulasi, misalnya, sesuai perintah
Pasal 88 PP No. 24 Tahun 2018, Kemen-
terian/Lembaga harus menyusun dan
menetapkan standar perizinan berusa-
ha sebagai pedoman perizinan sektor/
bidang terkait. Pedoman teknis dimak-
sud berbentuk Norma, Standar, Prose-
dur, Kriteria (NSPK). Namun, hingga
sejauh ini, belum seluruh K/L mengelu-
arkan NSPK perizinan yang digunakan
sebagai acuan pelaksanaan layanan izin
sektoral dalam kerangka OSS.

klasifikasi masalah yang
ada terletak pada tiga aspek
utama: regulasi, sistem dan
tata laksana.
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Substansi NSPK yang telah diterbitkan
juga masih perlu ditinjau lebih lanjut
khususnya ihwal harmonisasi regulasi
perizinan sektor terdahulu (terbit se-
belum PP No. 24 Tahun 2018). 2) Keter-
sediaan dan muatan isi NSPK tersebut
membuat Pemda sulit menjabarkan dan
melaksanakan urusan pemerintahan
melalui SOP layanan. 3)

Contoh sketsa masalah dan tantangan
lain dalam setahun pertama pelaks-
naaan 0SS ini datang dari aspek sis-
tem. Salah satu kelemahan sistem 0SS
adalah fitur penentuan lokasi usaha
(location tagging) belum sinkron den-
gan rencana tata ruang daerah. Apalagi,
dalam praktiknya, ketersediaan Rencana
Detil Tata Ruang (RDTR) hingga hari ini
masih minim: hanya terdapat 51 doku-
men RDTR, dan lebih sedikit lagi yang
berbentuk diigital. Hal ini berimplikasi
pada pendirian lokasi usaha yang tidak
sesuai dengan perencanaan ruang
daerah, atau bahkan tak berbasis lokasi
(blok peruntukan dan persil peruntu-
kan) lantaran ketiadaan RDTR. Penen-
tuan golongan usaha berdasar Klasi-
fikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

2 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilaya-
han Kemendagri, “Optimalisasi Peran PTSP Daerah
Mendukung 0SS”, bahan presentasi dalam Rakor
DPMPTSP di Provinsi Jawa Barat, Bandung, Maret
20109.

3 Secara umum, substansi sejumlah NSPK K/L
tidak banyak berubah dari masa sebelum OSS, ter-
masuk yang masih mewajibkan adanya rekomendasi

teknis.

Salah satu kelemahan
sistem OSS adalah
fitur penentuan
lokasi usaha
(location tagging)
belum sinkron
dengan rencana

tata ruang daerah

(KBLI) juga belum sepenuhnya jelas.
Dalam praktiknya, pelaku usaha yang
mengurus NIB terpaksa memasukkan
data klasifikasi usaha yang dekat den-
gan jenis usaha sebenarnya. Masalah
tersebut menyebabkan tidak pastinya
data jenis usaha bagi pelaksanaan
tugas Pemda dalam mengawasi keg-
iatan usaha yang berimplikasi kepada
kemungkinan penutupan usaha tanpa
dasar (data) pasti.

Pada ranah operasional, aspek tata
laksana (business process) perizinan
juga masih menemui kendala: baik
terjadi di level pusat maupun daerah.
Pada tingkat pusat, lembaga 0SS belum
menjadi rujukan dan terintegrasi utuh
dengan sistem perizinan K/L. Sementa-
ra di daerah masih terlihat banyak
pemda yang memiliki tata laksana




perizinan mandiri dan berbasis aplikasi
yang belum terintegrasi dengan 0SS. *
Daerah bisnis utama seperti DKI Jakarta
dan Kota Surabaya, sebagai contoh,
belum sepenuhnya mengintegrasikan
sistem perizinan mereka. °) Belum
terintegrasinya sistem-sistem tersebut
mencerminkan adanya prob-

@)

dari sketsa masalah di atas, KPPOD
melakukan studi evaluasi pelaksanaan
0SS pascasetahun dilaksanakan (uiji
coba dan pelaksanaan penuh) sejak Juli
2018 silam, dengan tekanan perhatian
kepada 3 aspek kebermasalahan tadi
(regulasi, sistem dan tata laksana). Un-
tuk membatasi

lem koordinasi Pusat-Daerah,

komitmen pemda yang belum Belum terintegrasinya
sistem-sistem tersebut
mencerminkan adanya
problem koordinasi
Pusat-Daerah

tegak lurus mengikuti priori-
tas nasional &, hingga min-
imnya pengetahuan/keahlian
aparat pemda lantaran porsi
sosialisasi dan diklat yang

objek evalu-

asi, studi ini
memfokuskan
penggalian data
dan informasi
pelaksanaan
0SS pada Line of

masih terbatas. Berangkat

4 Integrasi sistem pelayanan perizinan di daerah
dengan 0SS dapat melalui dua arah, yaitu melebur
ke dalam SiCANTIK (jika belum ada sistem mandiri)
dan penggunaan SiIMANTRA (jika sudah memiliki
sistem mandiri). Penyebab daerah belum menginte-
grasikan sistem layanan perizinan adalah tidak pu-
nya anggaran dan ‘merasa’ sistem yang dimiliki lebih
baik dari OSS (Disampaikan Direktur Dekonsentrasi
Ditjen Bina Adwil pada saat FGD “Desain Riset Studi
Evaluasi setahun Implementasi OSS”, diselenggara-
kan KPPOD, tanggal 29 Mei 2019).

5 Wakil Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani
menyampaikan “Jakarta dan Surabaya saja belum
terintegrasi karena sudah memiliki sistem sendiri”.
https://nasional kontan.co.id/news/ini-kendala-
bkpm-kenapa-oss-belum-juga-terintegrasi-ke-daerah,
diakses pada tanggal 6 Mei 2019

6 Komitmen daerah belum tegak lurus dengan pri-
oritas nasional karena masih terdapatnya ego sek-
toral dan di daerah, terdapat pemahaman (mindset)
bahwa izin ini adalah sumber PAD. Seharusnya tugas
Pemda melalui izin adalah pengawasan. (disampai-
kan oleh Direktur Dekonsentrasi Ditjen Bina Adwil
Kemendagri pada FGD Desain Riset Studi Evaluasi
0SS tanggal 29 Mei 2019).

Business (LoB)
di sektor pari-
wisata (Akomodasi dan Destinasi) dan
perindustrian (Logam dan Petrokimia).
Pertimbangan pemilihan fokus sekto-
ral ini didasari alasan: pertama, sektor
pariwisata dan perindustrian merupa-
kan penyokong utama perekonomian
setelah migas; kedua, rangkaian utuh
perizinan yang harus diurus dalam satu
LoB dapat menggambarkan keseluru-
han jenis izin yang dikelola 0OSS; ketiga,
sektor-sektor tersebut menjadi prioritas
Pemerintah saat ini dan ke depan.

Selain pertimbangan di atas, dalam
kerangka 0SS, pemilihan fokus sektoral
juga tak lepas dari gambaran pelaksan-
aan perizinan usaha yang masih ber-
masalah pada kedua sektor. Pada sek-
tor pariwisata, misalnya, pengurusan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
lewat 0SS masih dirasakan menyulitkan



-]
@)

bagi sebagian investor. Kesulitan ini dis-
ebabkan adanya persyaratan Sertifikat
Laik Fungsi (SLF) yang harus diperoleh
terlebih dahulu oleh para pengusaha
bidang hotel/restoran. Pengusaha
perhotelan, terutama hotel yang su-
dah lama beroperasi, mengeluhkan
proses berbelit dan berbiaya tinggi
saat mengurus SLF. Sementara pada
sektor industri, permasalahan muncul
terkait keberadaan KBLI. Perubahan
database KBLI ke data 2017 menyebab-
kan beberapa jenis usaha manufaktur
berskala mikro tidak tercantum dalam
sistem 0OSS. Pelaku usaha yang berger-
ak di bidang industri manufaktur pada
akhirnya menghadapi hambatan dalam
memperoleh insentif.

Pada sektor pariwisata, pengurusan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) lewat OSS
dirasakan menyulitkan bagi sebagian investor
Sementara pada sektor industri, permasala-
han muncul terkait keberadaan KBLI.




Tabel 1.1. Potensi Kebermasalahan OSS

Instansi Aspek Input Output Outcome
— — —
Meskipun ketersediaan NSPK sudah | Penyelenggaraan layanan bidang perizinan pariwisata | Tidak terpenuhinya standar
memadai (tersedia 24 dari 25 NSPK | di Pemerintahan Daerah potensial tidak komplit (Tidak | ketersediaan data bagi penga-
K/L yang dibutuhkan), namun dari | adanya ketentuan pengawasan atas pemenuhan wasan atas pemenuhan komitmen
sisi substansi masih bermasalah: komitmen) sesuai dengan K/L terkait.
Regu- |> Ketidakjelasan Tata Laksana
lag;i dalam pengawasan komit- Tidak tercapainya standar waktu
men (contoh: NSPK perizinan Prosedur dan waktu penyelenggaraan layanan bidang | pemenuhan pelayanan perizinan
pariwisata) perindustrian menjadi lebih panjang komitmen
»  Pendaftaran akun SIINAS men-
jadi tambahan prosedur
1. KBLI 2017 tidak sinkron Tidak terakomodirnya usaha yg berbasis KBLI 2015 Basis data usaha tidak lengkap
Pemerin- dengan KBLI 2015 yg menjadi | dalam pengurusan izin di 0SS vang berpotensi menyulitkan
tah Pusat dasar klasifikasi usaha sebel- pengawasan
umnya
Sistem ) ) o
2. Tidak terakomodirnya variasi | gjgaj terbacanya klasifikasi jenis usaha yang lebih
jenis usaha yang lebih mikro | o
Keberadaan sistem K/L (SIMBG & Bertambah nya titik pengurusan perizinan Pengurusan menijadi lebih lama
SIINAS) menambah prosedur dan berbelit
Sistem 0SS belum terintegrasi den- | Adanya tambahan titik pengurusan perizinan Pengurusan izin tidak cepat dan
Tata | gan sistem perizinan K/L (contoh: berbelit
Lak- | SICANTIK dari Kemkominfo)
5dNa | pengawasan komitmen usaha be- | Tidak lengkapnya data pelaporan pengawasan komit- | Data pelaporan pengawasan
lum terlaksana secara lengkap men komitmen tidak seragam
Resu- Peraturan Kepala Daerah untuk Pelayanan perizinan masih memakai SOP yang lama Belum berubahnya pelayanan
lagsi tindak lanjut NSPK (SOP) belum ada | atau memakai NSPK Pusat tanpa penjabaran ke dalam | perizinan di daerah
SOP Daerah
Location Tagging tidak terintegrasi | Penentuan lokasi usaha tidak tepat dan sesuai dengan | Lokasi usaha tidak memiliki
dengan RTRW dan RDTR daerah RDTR kesesuaian dengan Perencanaan
Sistem DEREL
Pemer- KBLI terbaru menyulitkan peruba-
intah han jenis usaha di akta pendirian Pengurusan Akta Pendirian memakan waktu lama dan | Ketidakpastian layanan akta pendi-
Daerah menambah beban biaya rian usaha pada notaris
Daerah belum mengintegrasikan Variasi praktek penyelenggaraan layanan perizinan di | Pengurusan izin tidak cepat dan
Tata sistem layanan perizinan yang daerah: berbelit (Internal daerahg)
Lak- dimilikinya dengan Sistem 0SS Varian T: Model dualisme (0SS vs DPMPTSP) Terjadi perbedaan sistem penye-
cana Varian 2: Model koeksistensi (0SS & DPMPTSP) lenggaraan perizinan antar daerah

Varian 3: Model tunggal DPMPTSP
Varian 4: Model terintegrasi (DOPMPTSP ke dalam 0SS)

Sumber: berbagai institusi, pemberitaan media, dan olahan KPPOD

Potensi Dampak
(Kegiatan Usaha)
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I.2. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar masalah di atas, pertanyaan penelitian yang hendak digali
dalam studi evaluasi ini adalah:

a. Bagaimana gambaran riil dan detail permasalahan terkait aspek regulasi, sistem
dan business process pelaksanaan 05S5?

b. Apa penyebab dan akar masalah munculnya tantangan pelaksanaan 0SS pada
aspek regulasi, sistem dan business process pelaksanaan 0SS?

c. Bagaimana strategi perbaikan sistem 0SS ke depan?

I.3. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi perbaikan kebijakan (policy level) dan/
atau penguataan kapasitas pelaksanaan (implementation level) melalui fungsi/
peran sejumlah penerima manfaat berikut ini:

m Pemerintah Pusat

" Hasil studi berbasis evidence based ini diharapkan dapat bermanfaat bagi per-
baikan kebijakan dan/atau implementasi 0SS (pada aspek regulasi, sistem dan
tata laksana, terutama ihwal penataan NSPK Perizinan di sektor Pariwisata dan

Industri:

Pemerintah daerah

&

Masukan bagi perbaikan regulasi daerah yang menjadi instrumentasi kebijakan
(SOP Perizinan) maupun pelaksanaan (Operasional) di lapangan;

Pelaku Usaha
Sumber informasi (repository, buku saku, dll) dan materi sosialisasi bagi

penguatan internal asosiasi/pelaku usaha (APINDO/Perusahaan) ihwal kondisi
perizinan usaha;

285 KPPOD
Bahan advokasi kepada pemerintah pusat sebagi masukan perbaikan lanjutan
0SS dan NSPK Perizinan (Pariwisata dan Industri) serta diseminasi kepada
publik dalam aneka forum seperti seminar, materi perkuliahan, pemberitaan
media massa, dlL.



I.4. Daerah Penelitian

Untuk mengetahui capaian, tantangan
dan kendala pelaksanaan 0SS dalam
kerangka PP No.24 Tahun 2018, studi
ini secara purposif mengambil 6 Pro-
pinsi (mencakup 1Kota dan Kabupaten
di masing-masing Propinsi tersebut)
sebagai lokasi penelitian. Pertimbangan
purposif dimaksud adalah terkait fokus
perhatian KPPOD selama ini atas dae-
rah-daerah yang menjadi pusat kegia-
tan investasi, sembari memperhatikan
keterwakilan wilayah regional Indonesia
(Kawasan Barat Indonesia/KBI & Ka-
wasan Timur Indonesia/KTl). Berdasar-
kan pertimbangan purposif tersebut,

6 daerah yang terpilih adalah Sumat-
era Utara (mencakup Kabupaten Deli
Serdang dan Kabupaten Samsoir), DKI
Jakarta, Jawa Timur (Kota Surabaya dan
Kabupaten Sidoarjo), Kalimantan Barat
(Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu
Raya), Sulawesi Selatan (Kota Makassar
dan Kabupaten Maros), dan Nusa Teng-
gara Barat (Kota Mataran dam Kabu-
paten Lombok Tengah)

Box 1.
Alasan Pemilihan
Daerah Penelitian

Selain pertimbangan purposif di atas, pemilihan
lokasi studi tentu tak mengabaikan fakta objektif
terkait gambaran pelaksanaan OSS di daerah-
daerah terpilih. Dari informasi awal yang ada,
kami mencatat bahwa pelaksanaan OSS diwarnai
sejumlah masalah dan tantangan. Di Sulawesi
Selatan, misalnya, Persatuan Konsultan Indonesia
(Perkindo) Sulawesi Selatan menilai masih ter-
dapat tantangan pada sistem OSS di daerah yaitu
belum terintegrasinya seluruh pemangku otoritas
dan instansi layanan terkait. Salah satunya adalah
belum terintegrasi perizinan melalui OSS dengan
panitia lelang daerah. Hal tersebut berpotensi
untuk menimbulkan inefisiensi prosedur, waktu

dan biaya bagi pelaku usaha.*

Permasalahan serupa juga terjadi di daerah lain.
Di Propinsi Jawa Timur, sebagai contoh kasus lain,
Kepala DPMPTSP mengakui bahwa kapasitas
sumber daya manusia di sejumlah kabupaten
masih terbatas, khususnya berkenaan dengan
keahlian dalam pengelolaan sistem Teknologi
Informasi. Implikasinya, pelaku usaha dari ber-
bagai kabupaten secara masif mendatangi Kantor
DPMPTSP propinsi untuk meminta fasilitasi
penggunaan OSS.**

*) Diakses dari http://makassar.tribunnews.
com/2019/03/26/izin-usaha-lewat-online-single-

submission-oss-ketua-perkindo-sulsel-sayang-

belum-terintegrasi?page=2

**) Diakses dari https://www.jpnn.com/news/
pengusaha-jawa-timur-hadapi-masalah-ikut-

oss?page=1
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I1.1. Konsepsi

Reformasi Perizinan

Kemudahan dan kepastian berusaha
merupakan tujuan inti yang hendak
dituju dalam setiap niat reformasi
regulasi dan perizinan. Kemudahan dan
kepastian tersebut menjadi prayarata
atau kondisi perlu (necessary condition)
dalam menciptakan iklim investasi,
merangsang usaha-usaha baru untuk
tumbuh dan lebih berkembang produk-
tif pada level operasional/komersial. Di
sini, reformasi perizinan diyakini men-
jadi jalan institusional guna mendorong
tercapainya tujuan inti (kemudahan dan
kepastian berusaha) sebagai prasyarat
terciptanya iklim investasi yang kon-
dusif. Secara konseptual maupun em-
piris, reformasi perizinan memerlukan
tiga hal (deregulasi, debirokratisasi digi-
talisasi) yang perlu digenapi kapasitas
kerja (regulatory delivery). Keempatnya
merupakan aspek yang saling terkait
dalam kerangka reformasi menyeluruh
perizinan usaha di Pemerintah Pusat
dan Daerah.
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A. Aspek Deregulasi
Kebijakan

Banyaknya jumal dan jenis perizinan di
Indonesia, terutama di daerah, tak lepas
dari keberadaan regulasi yang menijadi
payung hukum (dasar legal keberadan-
nya). Untuk itu, reformasi subtantif
terkait kebijakan perizinan adalah mela-
lui penataan kebijakan itu sendiri beru-
pa deregulasi sebagai langkah meng-
hapuskan pembatasan dan peraturan
yang bersifat menghambat (bottleneck-
ing). Dari pengertian tersebut dapat
dipahami bahwa deregulasi sebagai
pengaturan kembali, penataan kembali
peraturan perundang-undangan yang
diakibatkan oleh berbagai sebab atau
alasan. Beberapa alasan utama pemer-
intah melakukan deregulasi, antara lain:
1) peraturan tidak lagi efektif dan tidak
memberikan hasil yang diinginkan;

2) perkembangan ideologi dan paradig-
ma ekonomi terkait batas pengaturan
institusi bisnis atau swasta;

3) tekanan politis dari stakeholder yang

paling terkena dampak regulasi.




Dalam isu perizinan, deregulasi meru-
pakan langkah yang diambil guna
memperbaharui proses penyeleng-
garaan pelayanan perizinan kepada
masyarakat dan pengguna (pelaku us-
aha) yang selama ini dirasakan meng-
hambat kegiatan usaha. Proses peny-
empurnaan pelayanan perizinan harus
dilaksanakan secara terpadu, lintas
instansi, lintas sektor, dan dikoordinasi-
kan oleh satu instansi pemerintah yang
memiliki kompetensi dan kewenangan
untuk mengambil kebijakan, mengu-
rangi aturan prosedur dan rasionalisasi
kelembagaan pemerintah.

Tujuan akhir deregulasi perizinan usaha
adalah rasionalisasi jumlah izin dan
kepastian izin. Dalam mencapai tujuan
tersebut, salah satu terobosan hukum
yang dapat digunakan adalah konsep
Omnibus Law. Pada aras pelaksanaan
konsep Omnibus Law, pemerintah perlu
menerapkan rangkaian strategi deregu-
lasi. Strategi rasionalisasi izin dapat
dilakukan melalui penghapusan (abol-
ish), penggabungan (combine), penye-
derhanaan (simplified) atau pelimpahan
(decentralize)—atau yang lebih familiar

dikenal dengan sebutan hapus, gabung,
sederhanakan, limpahkan (HGSL).

-
@)

Dalam mencapai tujuan
tersebut, salah satu
terobosan hukum yang
dapat digunakan adalah

konsep Omnibus Law

Analisis HGSL dalam deregulasi periz-
inan terdiri dari alternatif solusi berupa:

0 Penghapusan yaitu peniadaan
atau pembatalan keberlakukan

jenis perizinan yang selama ini
diberlakukan dengan dihapuskan-
nya perizinan tersebut.

0 Penggabungan yaitu perumpunan
ulang beberapa perizinan yang

dipandang sama secara substansi
menijadi satu perizinan.

Q Penyederhanaan vaitu pengu-
rangan jenis/jumlah persyaratan

yang selama ini diberlakukan
karena dipandang sudah tidak
sesuai atau tidak relevan lagi un-
tuk mendapatkan izin tersebut.

0 Pelimpahan yaitu proses pem-
berian izin kepada instansi di
bawahnya dengan pertimbangan
jangkauan pelayanan lebih dekat
dan lebih cepat.
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Analisis HGSL juga tak lepas dari ana-
lisis SWQOT atas kondisi internal dan
lingkungan eksternal. Dengan SWOT
dapat dinilai kekuatan suatu izin dari
sisi dasar hukum dan kejelasan tujuan,
serta pada sisi lain kelemahan berupa
mekanisme pengurusannya yangh ber-
belit atau keberadaannya yang tump-
ang-tindih dengan perizinan lainnya.
Tinjauan serupa bisa dikembangkan
kepada sisi peluang terkait kesempatan
bagi pemerintah untuk berinovasi atas
pengurusan suatu izin atau kesempa-
tan lapangan kerja yang tercipta dari
investasi yang datang karena diperba-
ruinya suatu izin yang selama ini me-
nyumbat kelancaran aktivitas usaha.
Demikian pula dari sisi ancaman, hilang
atau bertahannya suatu izin tentu tak
lepas dari potensi dampak kerusakan
lingkungan atau juga dampak berupa
berkurangnya pendapatan lantaran in-
vestasi terhalang masalah perizinan. 7?)

Sedangkan dalam mencapai kepastian
izin, salah satu strategi yang dapat
digunakan adalah penerapan sistem
closed list. Salah satu implementasi
dari sistem diberlakukan pada UU No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daeah. Berdasarkan sistem
tersebut, daerah hanya dapat mem-
berlakukan pungutan yang tercantum
dalam undang-undang tersebut dan
tidak boleh menambah objek pajak dan
retribusi. Semangat dalam deregulasi
perizinan adalah menjadikan izin se-
bagai suatu stimulan investasi. Sistem
daftar tertutup (closed list) memberi-
kan dampak yang baik bagi kegiatan
usaha, yakni kepastian hukum bagi
pengusaha dalam pengurusan izin.
Closed list dalam kerangka omnibus
law merupakan acuan regulasi yang
ideal dalam integrasi dan standarisasi
bagi pengurusan izin usaha yang ber-
laku secara nasional.

Gambar 2.1. Skema Kerja Deregulasi

Deregulasi Perizinan
Jumlah,

ada saat ini

Analisis SWOT

7 Robert Endi Jaweng, “Perizinan Usaha di Daerah:
Langkah Penyederhanaan melalui Deregulasi”, KP-
POD Brief Edisi Januari-Maret 2014, hlm.24-29.

Kepuasan
- bl



B. Aspek
Debirokratisasi
Perizinan

Pemerintah di banyak negara telah
berupaya untuk memotong mata ran-
tai birokrasi (debirokratisasi) dengan
harapan menciptakan peraturan admin-
istratif yang lebih efisien dan meniada-
kan beban-beban administratif yang
tidak perlu di berbagai sektor usaha.
Osborne dan Gaebler dalam Reinvent-
ing Government menyatakan bahwa
prinsip-prinsip birokrasi perlu bertujuan
untuk menciptakan organisasi pelay-
anan publik yang kecil, efisien, cepat,
efektif, biaya operasional murah dan
kompetitif. Dengan demikian, pelayanan
publik oleh birokrasi dapat menjadi
lebih optimal dan akuntabel. 8) Upaya-
upaya tersebut menjadi semakin urgent
mengingat semakin besarnya tekanan
internasional ke arah globalisasi perda-
gangan, investasi dan bahkan ekonomi.
Studi Doing Business dari World Bank
menunjukkan bahwa beban-beban
administratif merupakan variabel kunci
dalam menentukan tingkat daya saing.

Menurut Weber dalam Griffin (2004),
debirokratisasi adalah upaya menyeder-
hanakan suatu prosedur yang dianggap
terlalu berbelit. Debirokratisasi juga di-
artikan sebagai prasyarat bagi pemban-
gunan ekonomi dan upaya penciptaan

8 David Osborne dan Ted Gaebler, “Mewirausaha-

kan Birokrasi,’, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

-
@)

industri modern. Merujuk dari Teori Per-
tumbuhan Solow, debirokratisasi berpe-
luang untuk mencapai ekonomi modern
yang berkelanjutan, industrialisasi yang
cepat dan akhirnya menuiju fase lepas
landas (take-off) kepada pertumbuhan
yang berkelanjutan. Debirokratisasi di-
pahami sebagai upaya untuk memper-
pendek jalur birokrasi (business process
efficiency) dan mengembangkan partisi-
pasi publik dalam birokrasi di antaranya
melalui: (@) prosedur yang tidak berliku;
(b) Beban biaya yang ringan; (c) waktu
layanan yang lebih cepat. Hal-hal terse-
but pula yang menjadi gambaran ideal
yang diharapkan oleh pelaku usaha
dalam proses pengurusan izin usaha.
Ketiga hal tersebut (prosedur, biaya

dan waktu) juga menijadi alat ukur bagi
World Bank dalam laporan Doing Busi-
ness yang menggambarkan kemudahan
dalam melakukan bisnis di negara-ne-
gara dunia.

Pemerintah di banyak
negara telah berupaya
memotong birokrasi untuk
menciptakan peraturan
administratif yang lebih
efisien dan meniadakan be-
ban administratif yang tidak
perlu di berbagai

sektor usaha
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Pada tataran operasional, reinventing
government memerlukan strategi peru-
bahan yang mudah dipraktikkan. Dalam
bidang perizinan usaha, salah satu
strategi yang dianggap ideal digunakan
adalah perampingan birokrasi (downsiz-
ing government). Perampingan birokra-
si dalam sektor publik dirancang untuk
mengurangi ukuran (tenaga kerja) dari
institusi publik dalam upaya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
layanan publik (World Bank, 2015: 247).
Strategi ini merupakan bagian dari
upaya keseluruhan dalam meningkat-
kan kepuasan dalam layanan publik dan
pertumbuhan ekonomi. Strategi down-
sizing secara efektif menjadi semakin
penting dalam praktik manajemen
pelayanan publik juga karena dianggap
mampu meminimalisir potensi dampak
negatif dari mis-manajemen dan ber-
bagai penyimpangan seperti red tape
bureaucracy, praktik perburuan rente,
dsb.

Dalam bidang perizinan
usaha, salah satu strategi
yang dianggap ideal
digunakan adalah

perampingan birokrasi
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C. Aspek
Digitalisasi
Layanan

Transformasi digital yang berlangsung
pada sektor publik secara signifikan
mengubah mode of service delivery
kepada masyarakat. Pergeseran para-
digma pelaksanaan layanan dari reaktif
menuju proaktif menjadi masif dalam
pemerintahan yang bertransisi ke arah
pemerintahan digital. ®) Dalam bidang
perizinan, penggunaan teknologi infor-
masi dapat dilakukan dengan memban-
gun sistem informasi yang terintegrasi,
terstandarisasi dan transparan dalam
proses layanan perizinan yang diberi-
kan. Penggunaan CIT dalam layanan
perizinan bertujuan untuk memfasilitasi
lingkungan bisnis dan investasi dengan
mengurangi jumlah aplikasi izin usaha
dan waktu yang dibutuhkan untuk
memperoleh lisensi dan izin usaha.
Praktik modern dan efisien ini tidak
hanya akan mengurangi waktu dan
biaya untuk sektor swasta, tetapi akan
meningkatkan transparansi, kepastian
dan mengurangi ketidakpastian dalam
proses pengambilan keputusan investa-
si. 10)

9 OECD, “Digital transformation of public service
delivery’, Government at a Glance, OECD Publishing,
2017, p. 202.

10 Diakses dari http://www.edbmauritius.org/e-
licensing/the-project/ pada 9 Juni 2019



Dalam pelaksanaan perizinan berbasis
elektronik, kondisi ideal yang dihara-
pkan oleh pihak swasta antara lain:
layanan online yang tersedia dimana-
pun dan kapanpun (one cloud) dan
diperuntukkan (comply) untuk seluruh
perangkat elektronik melalui internet;
single point transaction (antara agen
pemeritahan dan pengguna); database
bisnis dan perizinan yang terintegrasi;
pemantauan dan pelacakan aplikasi izin
secara online; penentuan dan pelaksan-
aan izin dalam standarisasi prosedur,
waktu dan biaya yang ditetapkan; serta
integrasi dengan platform perizinan
dan sertifikasi internasional.

Selain pihak swasta, kondisi ideal juga
diharapkan tercermin dari agensi
pemerintah sebagai pelayan proses
perizinan, antara lain: persepsi publik
yang meningkat mengenai kelemba-
gaan sektor publik ; kemampuan ber-
adaptasi terhadap perubahan teknologi.
hukum dan peraturan; penetapan key
performance indicator berdasarkan
tahap layanan perizinan; pengurangan
dokumen (digitalisasi data); otomatisasi
dalam proses pengurusan izin; serta
penyerahan dan penerimaan dokumen
izin secara online.

Dalam mencapai kondisi ideal tersebut,
perlu dibangun suatu platform periz-
inan berbasis online yang dapat dijalan-
kan secara efektif dan efisien. Salah
satu pengalaman (best practice) dari
platform perizinan dimiliki oleh Negara
Bagian Arizona di Amerika Serikat.

-
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Dalam kerangka reformasi perizinan,
platform e-licensing Arizona menyedia-
kan fungsionalitas sebagai berikut: )

) Transparansi Informasi dan
Aksesibilitas Pengurusan lzin.
Sebagai salah satu fitur dalam
melalui platform perizinan online
dimana pengguna (user) dapat
melihat status dan validitas periz-
inan suatu perusahaan atau enti-
tas bisnis lainnya. Fitur ini dapat
bermanfaat bagi seluruh stake-
holder (swasta, pemerintah dan
masyarakat).

) Dashboard Proses
Aplikasi Izin Terintegrasi.
Fitur ini merupakan fitur utama
dalam mengurus izin dengan 5
(lima) bagian utama vaitu informa-
si pribadi, latar belakang, pertan-
yaan, lampiran dokumen, ulasan
dan pengajuan. Setiap bagian
utama perlu dibuat fleksibel bagi
pengguna untuk mengkonfigurasi
bidang, pertanyaan, pengunggahan
lampiran, dan tinjauan aplikasi.
Setelah menyelesaikan aplikasi,
pengguna mencetak dokumen di-
namis terkait dengan dokumentasi
aplikasi yang telah diselesaikan.
Dashboard menyediakan detail

11 2018 Arizona NASCIO Award Nomination
Arizona Statewide e-Licensing Platform”, diunduh
dari https://www.nascio.org/portals/0/awards/
nominations2018/2018/AZ%20e-Licensing%20
NASCI0%20Submission.pdf pada 10 Juni 2019.
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lengkap (end-to-end) mengenai
status aplikasi izin dan fitur untuk
permintaan fasilitasi agensi pemer-
intah dan pembaharuan izin.

) Self-Administered dan

18

Delegated Administrator.

Platform perizinan online secara
tidak langsung “mendelegasikan’
fungsi administrator kepada para
pengguna jasa perizinan untuk
mengelola akunnya masing-mas-
ing. Platform ini juga perlu mem-
perhatikan fitur fleksibilitas bagi
pengguna (swasta) yang memiliki
lebih dari satu usaha/bisnis sehing-
ga pengguna tidak perlu mendaftar
melalui akun yang terpisah untuk
mengelola perizinan dan prosesnya
dapat lebih mudah. Hal ini juga
bermanfaat bagi pemerintah yang
dapat lebih mudah dalam fungsi
pengawasan perizinan.

Proses Alur Kerja

melalui Integrasi Sistem.

Platform perizinan perlu menyedia-
kan kemampuan bagi administra-
tor (pemerintah) untuk melakukan
real-time interface untuk berbagi
dan menerima informasi dari peng-
guna. Tidak hanya mengotomati-
sasi berbagai proses bisnis namun
juga memungkinkan pengguna un-
tuk mendapatkan proses dan dara
yang transparan mengenai status
aplikasi dan status izin.

Dalam bidang
perizinan, penggunaan
teknologi informasi
dapat dilakukan

dengan membangun
sistem informasi

yang terintegrasi,
terstandarisasi dan
transparan dalam proses
layanan perizinan yang

diberikan.
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Tabel 2.1. Konsepsi Reformasi Perizinan

Area Reformasi wsp- Strategi Reformasi = Arah Perubahan

Konsep wep

Rasionalisasi Jumlah

Analisis HGSL 8 Jenis lzin

Deregulasi Omnibus Law

Sistem Closed List Kepastian Izin

Efisiensi Business
Process (Prosedur,
Waktu & Biaya)

Reinventing

Debirokratisasi O

Downsizing Bureaucracy

Platform Digital Perizinan

(Pengalaman komparatif
dari Arizona Practice):

e Transparansi Informasi
dan Aksesibilitas Pengu-
Perizinan ber-

rusan lzin Integrasi data,
Digitalisasi basis Sistem Standarisasi dan
Informasi e Dashboard Proses Ap- | Transparansi layanan
likasi Izin Terintegrasi
e Self-Administered dan
Delegated Administrator
e Proses Alur Kerja melalui
Integrasi Sistem
D. Aspek
Regulatory
Delivery

Banyak negara mengalami kesenjangan
implementasi yang besar antara regu-
lasi dan praktik aktual, utamanya pada
proses pelaksanaan regulasi (regula-
tory delivery). Pada tahun 2016, pemer-
intah Inggris mengembangkan sebuah
pendekatan dalam kerangka manaje-
men regulasi yang dinamakan regula-
tory delivery. Tujuan dari regulatory
delivery adalah untuk menyederhana-
kan regulasi bisnis di Inggris. Hal ini
diwujudkan dengan cara memberikan

asistensi langsung kepada pelaku bisnis
mengenai kepatuhan terhadap peratu-
ran dan juga memastikan bahwa regu-
lator menegakkan peraturan secara
konsisten dan proporsional. )

12 Diakses dari https://www.gov.uk/government/
news/launch-of-regulatory-delivery pada Kamis, 16
Mei 2019
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Regulatory delivery menggabungkan
keahlian kebijakan dan pengalaman
praktis untuk memastikan bahwa
peraturan disampaikan secara efektif
dengan tujuan mengurangi beban pada
bisnis, menghemat anggaran publik
dan melindungi warga negara dan
masyarakat. World Bank menyatakan
bahwa pendekatan regulatory delivery
juga berkenaan mengenai peningkatan
efektivitas inspeksi, penggunaan ‘one-
stop-shop' dan penggunaan teknologi
informasi yang lebih efektif. B)

Sebagai regulator, pemerintah perlu
mengutamakan prinsip keterbukaan,
kejelasan, keandalan dan efisiensi.
Dalam kaitannya dengan regulasi ter-
hadap pelaku usaha, komunikasi harus
dilakukan secara terbuka. Pendekatan
dan posisi pemerintah juga harus logis
dan praktis, sehingga dapat dipahami
oleh para pemangku kepentingan.
Tindakan pengaturan juga harus dapat
diprediksi dan tepat waktu. Untuk men-
capai efisiensi, pemerintah juga perlu
melakukan mitigasi risiko untuk
menginformasikan pengambilan
keputusan.)

13 Diunduh dari http://www.worldbank.org/en/

topic/governance/brief/regulatory-policy-and-man-

agement-incubator-global-solutions-groups pada 26
Mei 2019

14 Australian Radiation Protection and Nuclear
Safety Agency, “Regulatory Delivery Model”, diunduh
dari https://www.arpansa.gov.au/sites/default/
files/legacy/pubs/regulatory/inspections/Regula-
torDeliveryModel.pdf pada 24 Mei 2019
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Sebagai regulator,
pemerintah perlu
mengutamakan prinsip
keterbukaan, kejelasan,
keandalan dan efisiensi.

Aspek Regulatory delivery menunjukan
sebuah model yang menjelaskan pelak-
sanaan dan lingkungan kebijakan yang
mempegaruhi pelaksanaan regulasi bis-
nis secara efektif di lapangan. Terdapat
dua tahapan penting dalam regulatory
delivery model yaitu prasyarat (pre-
requisites) dan implementasi tindakan
(practices).

Dalam menciptakan sebuah regulasi
yang efektif, terdapat 3 (tiga) aspek
vital yang perlu menjadi modalitas
(pre-equisites) vaitu model tata kelola,
akuntabilitas dan kebudayaan. Kerangka
pemerintahan ditujukan kepada ling-
kungan dari lembaga atau badan peng-
atur regulasi. Beberapa unsur penting
dalam pelaksanaan regulasi meliputi
struktur, tujuan dan aturan. Struktur
menunjukkan jumlah dan interaksi
organisasi dalam sistem pengaturan.
Unsur tujuan dapat dinilai dari seberapa
jelas pemerintah menetapkan tujuan
regulasi dan keberadaan badan penga-
was yang tepat. Aturan memperlihat-
kan bagaimana keputusan atas regulasi
tersebut dibuat dan diawasi.



Gambar 2.2. Prasyarat dalam Regulatory Delivery Model

Regulasi
yang Efektif

Aspek akuntabilitas mengandung
pengertian dan tuntutan bahwa regu-
lator wajib memberikan layanan ber-
basis permintaan/kebutuhan layanan
warga dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada masyarakat
ataupun melalui badan-badan perwaki-
lan. Terdapat tiga aktor utama yang
perlu dilibatkan dalam penerapan dan
pengawasan regulasi yaitu masyarakat,
pelaku usaha dan pemerintah. Regulasi
dapat dinilai dari seberapa kuat repre-
sentasi masyarakat sipil, partisipasi dari
sektor swasta dan efektifitas mekan-
isme akuntabilitas yang dilaksanakan
oleh pemerintah.

Aspek budaya berkaitan dengan per-
ilaku dari pemerintah/regulator. Unsur
penting dalam aspek budaya antara lain
nilai, kepemimpinan dan kompetensi.
Nilai berkaitan dengan nilai dan norma
yang berlaku pada lingkungan pemerin-
tahan.

Kepemimpinan dapat dinilai dari kes-

esuaian pejabat atau pemimpin dalam
mengarahkan regulasi kepada tu-

juan yang akan dicapai. Kompetensi
berkaitan dengan proses rekrutmen
dan pelatihan dari penegak hukum yang
berkaitan dengan regulasi bisnis
tersebut.

Terdapat tiga aktor utama
yang perlu dilibatkan dalam
penerapan dan pengawasan
regulasi yaitu masyarakat,
pelaku usaha dan
pemerintah
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Gambar 2.3. Tahapan Regulatory Delivery Practices

Penilaian Hasil

Pilihan Intervensi

Apabila telah memenuhi ketiga aspek
diatas, berikutnya adalah tahapan im-
plementasi tindakan (practices). Sistem
pengaturan yang efektif pastinya mem-
butuhkan praktik yang tepat. Terdapat 3
(tiga) tahap utama dalam praktik regu-
latory delivery yaitu prioritas berbasis
resiko, pilihan intervensi dan

penilaian hasil.

Prioritas berbasis resiko diperlukan un-
tuk memutuskan fokus dalam kerangka
kebijakan. Dalam menentukan prioritas,
beberapa hal yang perlu diperhatikan
antara lain ketersediaan data, identifi-
kasi resiko, prioritas resiko, transparansi
proses dan alokasi sumberdaya. Dari
hasil prioritas tersebut dapat didentifi-
kasi mengenai pilihan intervensi yang
dapat dilakukan oleh regulator. Bebera-
pa hal yang perlu diperhatikan dalam
memilih intervensi yaitu pendekatan
intervensi yang tepat, penggunaan
kemitraan dan strategi dalam
membangun kapasitas.
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Prioritas
berbasis resiko

Tahap terakhir dalam praktik regula-
tory delivery adalah penilaian hasil
akhir (outcome measurement). Dalam
menilai hasil beberapa hal yang perlu
diperhatikan antara lain identifikasi
hasil yang diinginkan, srategi penguku-
ran kemajuan implementasi regulasi
dan cara mengukur kontribusi yang
diberikan dari hasil akhir

(outcome) terhadap stakeholders

dan lingkungan sekitarnya.

Terdapat 3 (tiga) tahap
utama dalam praktik
regulatory delivery

yaitu prioritas berbasis
resiko, pilihan intervensi
dan penilaian hasil.
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I1.2. Regulasi Perizinan (OSS)

Produk hukum utama yang menjadi

payung hukum dalam pelaksanaan 0SS

adalah PP No. 24 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Sistem Terintegrasi Ber-
basis Elektronik. Regulasi ini kemudian
dijabarkan dalam berbagai peraturan
menteri atau kepala lembaga perihal
NSPK sektoral. Berikut disarikan ring-
kasan isi regulasi utama dan regulasi
turunan di dua sektor (perindustrian
dan pariwisata) yang menjadi fokus
obyek studi evaluasi KPPQOD.

PP Nomor 24 Tahun 2018

PP No. 24 Tahun 2018 sebagai payung
hukum utama pelaksanaan 0SS me-
miliki beberapa ketentuan yang terkait
deregulasi, debirokratisasi dan digital-
isasi layanan. Untuk aspek deregulasi,
PP ini telah memberikan kepastian
hukum dengan adanya daftar izin
tertutup yang dikelola oleh 0SS. Se-
lain itu, instansi penerbit izin adalah
lembaga 0SS yang dalam definisinya
merupakan Lembaga Pemerintah non
Kementerian yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan di bidang koor-
dinasi penanaman modal. Sehingga
dapat diartikan bahwa Lembaga 0SS
adalah Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM). Ketentuan ini membuat
kepastian hukum terkait jenis izin dan
lembaga penerbit.

Produk hukum utama yang
menjadi payung hukum
dalam pelaksanaan OSS
adalah PP No. 24 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan
Sistem Terintegrasi Berbasis
Elektronik.

PP No.24 Tahun 2018 juga mengatur
ketentuan yang berdampak pada de-
birokratisasi perizinan. Debirokratisasi
nampak pada waktu pelayanan yang
lebih singkat'™®, dan prosedur yang
lebih ringkas (lihat gambar 2). Dengan
mendaftar di 0SS, maka pelaku usaha
memperoleh NIB dan kemudian men-
dapatkan izin usaha yang belum efektif.
Untuk mengefektifkan izin usaha terse-
but, pelaku usaha wajib memenuhi izin
komitmen berupa izin lokasi, izin ling-
kungan dan IMB. Setelah pengaktifan
tersebut, pelaku usaha dapat mengurus
izin komersial sesuai dengan bidang
usaha.

15 Waktu pelayanan yang lebih singkat terlihat
pada jumlah hari pelayanan pemenuhan izin komit-
men seperti Izin Lingkungan (10 hari) dan IMB (30
hari)
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Gambar 2.4. Bagan Alir Prosedur Izin Sistem OSS
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Selain itu, PP 24 Tahun 2018 juga
mengatur mengenai aspek digitalisasi
dalam layanan perizinan. PP No.24
telah mengatur ketentuan tentang
standardisasi layanan digital, integrasi
database dan transparansi layanan,
termasuk ketentuan pembayaran mela-
lui sistem 0SS. Namun masih terdapat
beberapa hal yang belum diatur dalam
PP No. 24 Tahun 2018 vaitu administra-
si mandiri (Self Administration) seperti
yang terdapat pada sistem pelayanan
digital negara lain, yang memungkinkan
pelaku usaha mengelola sendiri akun
perizinan, termasuk updating data dan
perubahan data lainnya.

Namun masih
terdapat beberapa hal
yang belum diatur dalam

PP No. 24 Tahun 2018 yaitu
administrasi mandiri

24

. -

Permen Perindustrian
No. 156 Tahun 2019

Permenperin No. 15 Tahun 2019 tentang
Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin
Perluasan terbit sebagai tindak lanjut
PP No. 24 Tahun 2018 mengenai pera-
turan pelaksanaan dalam bentuk NSPK
Kementerian. Permenperin ini menga-
tur tata laksana mengenai izin usaha
industri dan izin perluasan. Di dalam
Permenperin ini juga diatur beberapa
ketentuan seperti jenis izin dan per-
syaratan yang dibutuhkan. Pemenuhan
izin komitmen juga menjadi salah satu
bentuk tata laksana yang diatur melalui
Permen ini. Dari sisi waktu, disebutkan
bahwa pemenuhan komitmen (Izin
Lokasi, Izin Lingkungan selambatnya
diurus dalam waktu 3 tahun). Pada ke-
tentuan yang mengatur prosedur, ter-
dapat keharusan bagi pelaku usaha un-
tuk mendaftarkan usahanya ke dalam
Sistem Informasi Industri Nasional.



Gambar 2.5. Bagan Alir Prosedur Izin Usaha Industri
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Ketentuan lain yang diatur dalam Per-
menperin ini adalah mekanisme penga-
wasan. Mekanisme pengawasan yang
diatur dalam Permenperin ini sudah
cukup detil terdapat pada pasal 32. Pen-
gawasan dilakukan satu kali setiap ta-
hunnya dan jika ditemukan pelanggaran
akan dilaporkan pada sistem 0SS oleh
Dirjen, Dinas Provinsi maupun Dinas
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan-
nya. Akan tetapi tidak diatur ketentuan
mengenai mekanisme koordinasi untuk
pengawasan perizinan. Ketentuan lain
vang tidak diatur dalam Permenperin
adalah mekanisme fasilitasi perizinan
seperti pelayanan informasi dan tata
cara memperoleh insentif.

TOEAL « Mak T Tebinn 20 Hard

Permen Pariwisata Rl
No. 10 Tahun 2018

Peraturan sektor berikutnya adalah
Permenpar No.10 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terin-
tegrasi Secara Elektronik Sektor Pari-
wisata. Permen ini mengatur pelayanan
perizinan usaha pariwisata yaitu TDUP
dan perizinan komersial yaitu Sertifikasi
Usaha Pariwisata. Jenis perizinan yang
tercantum sudah sesuai dengan keten-
tuan PP No.24 Tahun 2018 namun tidak
mencantumkan secara detil mengenai
klasifikasi detil izin untuk masing-
masing usaha pariwisata. Permenpar
tersebut juga mengatur tata laksana
izin terkait waktu, biaya dan prosedur
pelayanan. Dari sisi waktu, permenpar
ini tak mencantumkan batas waktu

pelayanan izin.
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Pada ketentuan mengenai prosedur,
Permenpar ini tidak memuat prosedur
secara detil, berbeda dengan peraturan
sebelumnya vaitu Permenpar No. 18
Tahun 2076. Permenpar hanya mencan-
tumkan alur prosedur umum seperti
yang terdapat pada PP No.24 Tahun
2018. Sedangkan ketentuan biaya,
Permenpar sangat jelas menyebutkan
seluruh pelayanan tidak berbiaya.

Permenpar ini juga mengatur mekan-
isme pengawasan yang terdapat pada Permenpar No.10 Tahun
pasal 33. Pengawasan tersebut dilaku 2018 tentang Pelayanan

oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali L.
Perizinan Berusaha

Kota terhadap pelaksanaan perizinan

terintegrasi secara elektronik sektor Tefintegl’aSi Secara
pariwisata; terhadap pemenuhan komit- Elektronik Sektor
men; terhadap pemenuhan Sertifikat Pariwisata mengatur

Usaha Pariwisata; terhadap pemutakhi- pelayanan perizinan usaha

ran TDUP; dan terhadap usaha dan/atau

kegiatan usaha. Jika ditemukan pelang- par1w1sata yaltu TDUP
garan maka akan dikenakan sanksi dan periZzinan komersial
sesuai dengan vang diatur pada PP yaitu Sertifikasi Usaha

No.24 Tahun 2018. Meskipun demikian, Pariwisata.
tidak diatur ketentuan mengenai me-

kanisme koordinasi untuk pengawasan
perizinan. Ketentuan lain yang diatur
oleh Permenpar ini adalah fasilitasi
perizinan usaha berupa pelayanan in-
formasi, namun untuk fasilitasi insentif
tidak diatur.

26




I1.3. Kerangka Pikir

Reformasi perizinan ini dinilai sebagai
jalan bagi penciptaan kemudahan dan
kepastian berusaha, sekaligus instru-
men legal yang penting bagi pelaku
usaha dalam mengurus dan menjalan-
kan usahanya. Keberhasilan reformasi
perizinan tidak hanya tergantung pada
upaya deregulasi, debirokratisasi dan
digitalisasi. Dalam faktanya, pranata
sektor publik yang melaksanakan refor-
masi tersebut perlu memiliki kapasitas
dalam tahap regulatory delivery.

Sejumlah elemen krusial yang mem-
pengaruhi kapasitas pelaksanaan di-
maksud adalah struktur pemerintahan
yang efektif, akuntabilitas dan keter-
bukaan, serta budaya yang adaptif/su-
portif. Semua ini merupakan modalitas
yang menentukan daya konversi dari
deregulasi, debirokratisasi dan digital-
isasi ke dalam pelaksanaan dan penca-
paian tujuan kemudahan dan kepastian
berusaha.

Gambar 2.6. Kerangka Pikir Studi Evaluasi

Kemudahan dan Kepastian Berusaha |

Reformasi Perizinan

Deregulasi
[Aspek Regulasi)

Debirokratisasi
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ktivitas Layanan)
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Evaluasi kebijakan ini dilakukan melalui suatu studi

kualitatif yang menggabungkan hasil analisis regulasi
dan data/informasi lapangan. Kerja analisis regulasi
dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas sub-
stansi kebijakan yang mendasari dan mengatur 0SS.
Hasil analisis dijadikan sebagai “batu uji* untuk dilihat
konsistensi pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga
(naskah NSPK) dan Pemda (naskah SOP hingga penye-
lenggaraan layanan). Pada akhirnya evaluasi kebijakan
ini diharapkan dapat menunjukkan pautan (gap analy-
sis) antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapa-
ngan.

Pada aras regulasi, objek analisis yang diambil adalah
PP No.24 Tahun 2018 dan Perpres No.91 Tahun 2017%
. Kedua regulasi tersebut lebih jauh dijabarkan dalam
instrumen kebijakan operasional berupa regulasi
Kementerian/Lembaga mengenai NSPK Perizinan dan
turunannya dalam bentuk SOP Perizinan di daerah.
Hasil analisis regulasi (PP No.24 Tahun 2018 dan Per-
pres No.91 Tahun 2017) tersebut menjadi acuan menilai
NSPK dan SOP sekaligus efektivitas pelaksanaannya
dalam kerangka sistem dan tata laksana perizinan di
Kementerian/Lembaga hingga Pemda (Propinsi dan
Kabupaten/Kota).

16 Meskipun objek kajian regulasinya adalah PP No. 24 Tahun 2018
dan Perpres No. 91 Tahun 2017, namun dalam konteks penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan layanan publik (bidang penanaman modal),
kami juga melihat substansi pengaturan soal perizinan dalam UU No.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.
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II1.1. Analisis Regulasi

PP No.24 Tahun 2018 dan Perpres No.91 Tahun 2017

Kedua regulasi utama ini dianalisis dengan menggunakan kriteria penilaian yang
diyakini menjadi gambaran ideal untuk mencapai kondisi kepastian dan kemudahan
berusaha. Untuk mencapai tujuan besar tersebut, esensi reformasi perizinan yang
termuat dalam suatu regulasi sekurang-kurangnya mencakup 3 arena reform beri-
kut yakni deregulasi, debirokratisasi dan digitalisasi. Pada ketiga arena itu disusun
berbagai kriteria analisis sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Analisis Regulasi

1. Muatan regulasi memberikan kepastian

1. Kepastian Hukum hukum berusaha

2. Regulasi berhasil merasionalisasi jumlah,

2. Efisiensi Jumlah Izin oo
jenis izin dan persyaratan

3. Substansi regulasi mempersingkat waktu

3. Waktu Pelayanan . L
administrasi perizinan

4. Prosedur 4. Substansi regulasi memuat penyederhanaan
Pelayanan prosedur pelayanan

5. Substansi regulasi memungkinkan

>- Biaya Perizinan kemuda han biaya perizinan

6. Koordinasi antar 6. Substansi regulasi mengatur koordinasi
Instansi pelaksana pelayanan

7. Substansi regulasi mengharuskan integrasi

7. Integrasi data ) s
& data antar sistem perizinan

7. Standarisasi 8. Substansi regulasi memuat ketentuan
Layanan standarisasi pelayanan

5. Substansi regulasi mencerminkan

8. Transparansi . .
P transparansi pelayanan secara elektronik

10. Substansi regulasi mengatur kemudahan
akses bagi user

11. Substansi regulasi memberikan peluang bagi
pemohon izin untuk mengelola akun
secara mandiri

10. Kemudahan Akses

11. Administrasi
Mandiri




T
@)

Hasil analisis atas PP No. 24 Tahun 2018 dan Perpres No. 91 Tahun 2017 akan digu-
nakan sebagai batu uji untuk melihat konsistensi penjabarannya dalam NSPK dan
efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

ENSPK dan SOP

Instrumentasi perizinan, yakni NSPK (diterbitkan K/L) dan SOP (diterbitkan Pemda),
dianalisis dengan menggunakan kriteria penilaian yang menjadi gambaran ideal
untuk mencapai standarisasi perizinan. Standarisasi dimaksud, antara lain, dapat
terlihat pada sejumlah komponen yang terkandung dalam setiap regulasi yang
mengatur tentang NSPK dan SOP perizinan. Dalam keperluan demikian, kajian ini
merumuskan sejumlah aspek yang dinilai penting untuk mencapai standarisasi,
yakni aspek jenis izin, tata laksana, fasilitasi dan pengawasan. Pada setiap kriteria
tersebut lalu disusun berbagai kriteria analisis sebagaimana terlihat pada tabel di
bawah ini.

Tabel 3.2. Analisis NSPK dan SOP

= Jenis Izin: klasifikasi izin administratif, administratif + teknis,
administratif + teknis + PNBP
= Konsistensi: Ketepatan jenis ijin yang diatur dengan peraturan di atas-

Izin
nya.
= Kepastian: Persyaratan permohonan izin usaha tidak menimbulkan
multitafsir.
= Waktu: Kepastian jumlah hari, percepatan waktu
(benchmark PP 0SS dan PP sektoral)
Tata » Biaya: Formula yang pasti dan transparan, tata cara pembayaran,
Laksana kesesuaian hak & kewajiban
* Prosedur: Kepastian jumlah tahapan, kejelasan persyaratan pada tiap
tahapan, keringkasan prosedur (benchmark PP 0SS dan PP sektoral)
Informasi: aksesibilitas, respon tepat waktu, kejelasan informasi
Fasilitasi Insentif: informasi tata cara memperoleh insentif
Afirmatif: kemudahan dan kepastian bagi kelompok disabilitas, rentan,
dan pelaku UMK.
Masa « Izin usaha: kepastian masa berlaku, tata cara pembaruan

berlaku . lzin komersial: kepastian masa berlaku, tata cara pembaruan

Penga- i )
wasan = Mekanisme: kepastian lembaga pengawas, tata cara pengawasan
(izin dan = Hasil pengawasan: kepastian tindak lanjut (persetujuan, sanksi, dll)
. Koordinasi: sistem informasi perizinan bagi pengawasan
komitmen)
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Hasil analisis atas instrumen perizinan tersebut men-

jadi objek penilaian dalam menakar derajat konsistensi
NSPK dan SOP ketika menjabarkan PP No.24 Tahun
2018 dan Perpres No.91 Tahun 2017. Selain itu, NSPK
dijadikan basis untuk menilai ketersediaan dan isi SOP

pemda sebagai pedomaan teknis penyelenggaraan 0SS

di daerah.

II1.2. Pengumpulan

Data /Informasi Lapangan
e Jenis dan Sumber Data/Informasi

Jenis data/informasi yang dikumpul-
kan dalam studi ini adalah data primer
dan sekunder. Data primer diperoleh
dari para narasumber/informan kunci
vang mewakili pemangku kepentin-
gan (stakeholder) di pusat dan daerah.
Data/informasi ihwal pelaksanaan 0SS
di Kementerian/Lembaga dan Pemda
diperoleh melalui wawancara men-
dalam (in depth interview) dan forum
diskusi terfokus (focus group discus-
sion). Dua teknik kerja tersebut men-
yasar kepada para narasumber dari
kelompok sasaran (target group) dan
penerima manfaat (benefeciaries).

Narasumber/informan yang dimaksud
dalam studi ini adalah para pejabat/
pimpinan dan staf pelayanan yang
bekerja di sejumlah instansi sebagai
berikut:

-
1}

Kementerian/Lembaga

» Kemenko Perekonomian:
» BKPM;

» Kemendagri;

» Kementerian Kominfo;

» Kementerian Pariwisata;

» Kementerian Perindustrian;

Pemerintah Daerah
> Bappeda;
» Dinas Penanaman Modal
dan PTSP;
» Dinas Pariwisata;
» Dinas Perindustrian;
» Dinas Kominfo.

Swasta (memiliki pengalaman
dalam mengurus 0SS)

> APINDO dan KADIN daerah;

» Pelaku usaha pariwisata dan
asosiasi;

» Pelaku usaha yang bergerak di
jenis usaha industri dan asosiasi;

» Notaris dan Biro Jasa pengurusan
perizinan, dll
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Pada sisi lain, data sekunder yang dipakai studi ini
umumnya berbentuk produk hukum perizinan (0SS),
khususnya di sektor industri dan pariwisata. Data
sekunder (regulasi) yang diterbitkan Pemerintah Pu-
sat diperoleh melalui laman Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman
Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perin-
dustrian dan Kementerian Pariwisata. Sedangkan regu-
lasi daerah diperoleh melalui Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) Pusat dan Daerah maupun
pangkalan data milik KPPOD sendiri.

II1.3. Kerangka Kerja

Tahapan kerja studi evaluasi ini dapat divisualisasi dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3.1. Diagram Tahapan Kerja Studi Evaluasi
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IV.1. Pengantar Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 (selanjutnya disingkat: PP No.24
Tahun 2018) merupakan alas legal

bagi pelaksanaan perizinan terinte-

grasi berbasis elektronik (online single
submission/0S5). Aspek-aspek krusial
vang diatur dalam regulasi utama ASPEX-ASPEK YANG DIATUR DALAM
tersebut, antara lain: (1) jenis, pemohon PP NO. 24 TAHUN 2018

dan penerbit perizinan berusaha; (2)
pelaksanaan perizinan berusaha; (3)
reformasi perizinan berusaha sektoral;

(4) sistem 0SS; (5) lembaga 0SS; (6) E“'_’hﬁmmk SFperizinan berusana
pendanaan 0SS; (7) insentif/disinsentif @ Giiaee

pelaksanaan perizinan melalui 0SS; @ Lembaga 055

(8) penyelesaian permasalahan dan & F‘Fl'l-:':lr'i."'.r'ia:" e

hambatan perizinan berusaha melalui SRR

0SS; serta (9) sanksi. Dengan konstruksi @ pelaksanaan perizinan melalui

Qe o 0ss
pengaturan demikian, penilaian atas

Penyelesaian permasalahan

kinerja 0SS secara mutatis mutandis dan hambatan p n
. . berusaha melatul 055
berarti evaluasi pelaksanaan PP No.24 BRI T ) 0
@ Sanksi

Tahun 2018 itu sendiri.

Dari sisi desain kelembagaan dan busi-
ness process, platform 0SS bertujuan
mengintegrasikan seluruh layanan (ke-
menterian/lembaga di pusat maupun
dinas teknis dan DPMPTSP di daerah)
dan berbasis elektronik. Kehadiran 0SS
diharapkan memudahkan pelaku usaha
karena dapat diakses tanpa ada kendala
tempat.
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Secara ringkas, proses integrasi verti-

kal (antara pusat dengan daerah) vang
mempengaruhi mekanisme layanan
perizinan dalam sistem 0SS dapat
divisualisasi sebagai berikut:

Gambar 4.1. Bagan Alur Integrasi Perizinan Pusat dengan Pemda
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Sementara pada sisi integrasi horizontal (kementerian/lembaga di pusat),

sistem 0SS merajut hubungan layanan antara sistem perizinan yang dimi-

liki kementerian/lembaga, seperti SiINAS dari Kementerian Perindustrian,
KKP dari BPN dan SIMBG dari Kementerian PUPR. Ketiga contoh sistem
tersebut digunakan untuk mengurus pemenuhan izin komitmen. Secara

lebih detil hubungan antara sistem 0SS dengan sistem kementerian/lem-

baga dapat divisualisasi sebagai berikut:

Gambar 4.2. Bagan Alur Integrasi Perizinan OSS dengan Kementerian/Lembaga
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Integrasi sistem 0SS dengan kemente-
rian/lembaga maupun dengan pemda
dilakukan melalui dua jalur dalam
sistem SiICANTIK yang dikelola Kemen-
terian Komunikasi-Informasi (Kominfo).
Bagi daerah-daerah yang sudah me-
miliki sistem layanan mandiri, proses
integrasi dilakukan melalui SiCANTIK
dengan bantuan fasilitas SIMANTRA.
Sementara bagi sebagian daerah yang
belum memiliki sistem pelayanan man-
diri, dilakukan proses integrasi secara
langsung melalui SiCANTIK Cloud.

Namun, berbagai jalur dan platform
tersebut sejatinya hanyalah piranti
informasi yang makna keberadannya
sangat tergantung kepada standarisasi
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atau pedomaan teknis (NSPK) dari
kementerian/lembaga terkait. Jika NSPK
belum tersedia atau tidak memadai
maka platform yang dikelola Kominfo
tersebut menjadi sulit bekerja mak-
simal lantaran pada substansi NSPK
terkandung keseluruhan prosedur, me-
kanisme hubungan kerja maupun tata
laksana layanan. Di sinilah arti penting
keberadaan dan derajat kememada-
ian isi NSPK yang merupakan bagian
dari tugas kementerian/lembaga. Data
pemenuhan kewajiban membuat per-
men terkait NSPK dapat dilihat pada
Tabel di samping.
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Tabel 4.1. Rekap Kebutuhan NSPK dan Jumlah Izin K/L

DAFTAR NSPK Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga

Kementerian Pertanian

Kementerian Perdagangan

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Keuangan

Kementerian Koperasi dan UMKM
Kementerian ESDM

Kementerian Perhubungan

Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Pariwisata

Kementerian Ristek Dikti

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Agama

Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Kementerian Ketenagakerjaan

Badan Pengawas Obat dan Makanan
BKPM

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

Kementerian Kesehatan

BAPETEN

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Perindustrian

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Total

Jumlah NSPK

10
52

30
43

23

125

N — W N —

17
29

33
39
45
17

57
521

39
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I'V.2. Standarisasi Izin Sektoral

Standardisasi perizinan merupakan
salah satu kondisi yang ingin dicapai
0SS. Instrumen yang digunakan ada-
lah pedomaan teknis berisi NSPK yang
disiapkan kementerian/lembaga sekto-
ral di pemerintah pusat. Untuk melihat
pemenuhan standardisasi dimaksud,
berikut diringkas isi regulasi di sek-

tor pariwisata dan perindustrian yang
pada bagian selanjutnya akan diuraikan
temuan pelaksanaannya (capaian dan
masalah) di lapangan.

Pengaturan yang bersifat
umum dan tidak detil pada
Permenpar No. 10 Tahun
2018 menyebabkan ter-
jadinya variasi dalam lay-
anan perizinan di daerah,
terutama persyaratan dan
prosedur

*) Perizinan Sektor Pariwisata

Tata cara dan standardisasi pengu-
rusan perizinan di sektor pariwisata
mengacu kepada pedomaan NSPK yang
diatur dalam Permenpar No. 10 Tahun
2018. Regulasi ini mengacu pada be-
berapa peraturan perundang-undangan,
seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, PP No. 52 Tahun 2012
tentang Sertifikasi Kompetensi dan Ser-
tifikasi Usaha Bidang Pariwisata, serta
PP No.24 Tahun 2018L Dalam regulasi
ini diatur dua jenis izin, yakni izin usaha
(Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan
izin komersial/operasional (Sertifikat
Usaha Pariwisata), dengan tata cara
pengurusan izin merujuk PP No.24 Ta-
hun 2018.
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Namun, ketentuan ihwal persyaratan,
prosedur, waktu dan biaya perizinan
dalam Permenpar No. 10 Tahun 2018
masih bersifat umum. Pengaturan
yang bersifat umum dan tidak detil ini
menyebabkan terjadinya variasi dalam
layanan perizinan di daerah, terutama
persyaratan dan prosedur. Hal positif
yang terkandung dalam regulasi ini
adalah perihal kegiatan fasilitasi: pem-
binaan untuk pemenuhan Standar
Usaha Pariwisata. Hal ini jelas penting
bagi para pelaku usaha yang membu-
tuhkan pembinaan untuk pemenuhan
standar usaha pariwisata.

Prosedur izin usaha pariwisata dapat di
lihat dari bagan alir di samping.
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Gambar 4.3. Bagan Alir Izin Usaha Pariwisata
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Dalam kerangka pelaksanaan 0SS, per-
menperin No.15 Tahun 2019 diterbitkan
sebagai pedoman teknis yang menga-
tur pelaksanaan dan standarisasi per-
izinan di sektor perindustrian. Regulasi
ini telah menggariskan tata laksana dan
NSPK perizinan sektor perindustrian se-
cara cukup detil (lihat Gambar). Catatan
awal yang perlu segera disebut adalah
tidak adanya ketentuan mengenai biaya
layanan. Selain itu, terdapat keten-
tuan yang tak selaras PP No.24 Tahun
2018 berupa penetapan tenggat waktu
pemenuhan komitmen paling lambat

3 tahun sejak memperoleh izin usaha
vyang belum efektif. Kelemahan terse-
but dapat menyebabkan ketidakpastian
baik dalam proses perizinan maupun
kepastian hukum.

Kepemilikan akun SiINAS menijadi salah
satu dasar bagi pemenuhan komitmen.
Keberadaan akunt tersebut menjadi

salah satu syarat yang harus dimiliki
pelaku usaha yang ingin mengurus lzin
Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan.
Data/informasi dalam SilNAS ini men-
jadi dasar bagi pemda untuk membuat
rekomtek sebagai syarat penerbitan
komitmen (izin lingkungan, izin lokasi,
IMB dan SLF). Pelaku usaha harus
memperoleh Surat Keterangan dari
pemda sebagai syarat untuk mengurus
sejumlah jenis izin hingga pemeriksaan
lapangan. Rangkaian kerja tersebut
membuat bertambahnya prosedur
yang dilalui seorang pelaku usaha
dalam rangka memperoleh legalitas
berusaha di sektor perindustrian (IUI).

Pelaku usaha harus mem-
peroleh Surat Keterangan

dari pemda sebagai syarat
untuk mengurus sejumlah
jenis izin
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Sejumlah fitur penting mekanisme
fasilitasi perizinan seperti pelayanan
informasi dan tata cara memperoleh
insentif justru tidak diatur dalam regu-
lasi. Dalam usaha perindustrian terda-
pat insentif berupa fasilitas fiskal yang
dapat diperoleh pelaku usaha; NSPK
idealnya mengatur fasilitasi (informasi)
dan klausul mengenai tata cara mem-
peroleh insentif tersebut. Pelayanan
informasi juga seharusnya diatur dalam
NSPK, khususnya bagi industri kecil dan
menengah (IKM), agar usaha-usaha ber-
skala kecil tersebut dapat secara mu-
dah mengurus izin dan mendapatkan
legalisasi usaha. Hal ini penting meng-
ingat banyak IKM di daerah yang berada
pada ranah informal (belum memiliki
legalitas usaha).

Belum lengkapnya jumlah NSPK sek-
tor industri berpotensi menyebabkan
variasi pada standarisasi layanan
perizinan di daerah. Dari sisi kebutuhan,
masih ada ada tiga NSPK yang belum
diterbitkan Kementerian Perindustrian:
integrasi (adaptasi) Akun SlINas dengan
Sistem 0SS, penerbitan perizinan teknis
(pertek, rekomendasi, dll) secara elek-
tronik, serta pengaturan lokasi perub-
tukan di dalam kawasan industri. Keti-
adaan NSPK tersebut berdampak pada
variasi respon kebijakan pemda yang
berdampak kepada layanan perizinan.
Kondisi ini lebih jauh akan menyebab-
kan distorsi pelayanan usaha dan vari-
asi antardaerah.
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Ke depan, diperlukan evaluasi dan
penghapusan perizinan dan nonper-
izinan usaha industri dalam rangka
deregulasi (kemudahan dan kepas-
tian usaha). Hal ini dilakukan melalui
pengaturan kembali jenis perizinan
usaha dan nonperizinan usaha (periz-
inan teknis: pertek, rekomendasi, tanda
pendaftaran, surat keterangan) sektor
industri yang berakibat bisa dihapusnya
2 izin usaha dan 11 nonperizinan usaha
industri. Hal ini sesuai dengan atu-

ran pada PP No.24 Tahun 2018 yang
mengamanatkan reformasi regulasi
perizinan oleh K/L dalam rangka perce-
patan layanan berusaha melalui OSS.
Pada aras implementasi, penyederha-
naan dan penghapusan izin juga memu-
dahkan pelaku usaha dalam memulai
usaha dan melakukan kegiatan opera-

sional di sektor industri.



Gambar 4.3. Bagan Alir Perizinan Izin Usaha Industri (IUT)
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IV.3. Respon dan Praktik

di Daerah

Respon Pemda

Persiapan operasional dan pemenuhan
tahapan-tahapan awal pelaksanaan
sistem 0SS relatif baik. Sebagaimana
ditunjukan tabel Rekap Penyelengaraan
0SS di atas, semua besar pemda sudah
mengajukan Hak Akses 0SS, memiliki
akun PTSP, mengaktifkan dan meng-
gunakan Akun PTSP pada sistem 0SS.
Selain itu, pernda memberikan bantuan
layanan bagi pemohon izin lantaran
tidak semua pengusaha mengetahui
tata cara pembuatan akun di sistem
0SS, penerbitan izin usaha hingga kom-
ersial/operasional, atau pemenuhan

komitmen sesuai kewenangan. Meski
demikian, di sebagian daerah, pemaha-
man dan penguasaan atas cara kerja
0SS belum sepenuhnya optimal. Be-
berapa aspek yang masih kurang tam-
pak adalah kapasitas koordinasi den-
gan instansi non pemda (seperti BPN),
prosedur pengawasan pasca penerbitan
izin, serta pemahaman akan arti penting
komitmen izin berusaha.




@)

Tantangan lain yang dihadapi daerah dalam persiapan pelaksanaan 0SS adalah
lambatnya tindaklanjut NSPK sesuai amanat PP No.24 Tahun 2018. Untuk perizinan
yang belum berlandaskan kepada NSPK K/L yang baru, pemda umumnya meng-
gunakan SOP lama sebagai acuan layanan. Penggunaan SOP lama tersebut telah
memunculkan variasi (problem standardisasi) dalam tata laksana. Tidak lengkapnya
NSPK ini juga sesungguhnya menyulitkan pemerintah pusat sendiri lantaran Komin-
fo tak bisa mendesain platform digital secara optimal yang pada gilirannya berpen-
garuh ke level daerah dalam operasional layanan usaha online (berbasis elektronik).

Tabel 4.2. Rekap Penyelenggaraan OSS pada PTSP
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o0 DKI
5 x o
—
% > o F @ S = B ©
"] = = vl o S 00 c o n
= | 29 o c A 0 C c o 0 0
S © o > — © = © T = = 3 = | G o
o jo S o = Qa o B = o c 2 )
pust 3 o= fus Q [e) fust 1°] o pus o 3 pust T 15}
a o n o (=) = a = 3 o o < a = =
v v v v v v v Y v v v v v v v

:'-" Respon Dunia Usaha

Pelaku usaha memiliki pengetahuan Mereka belum memahami secara baik,
tentang aspek elementer sistem 0SS, sebagai contoh, perbedaan status “izin
namun tidak merata dan mendalam. usaha belum efektif” dan “izin usaha
Pengetahuan pelaku usaha diperoleh efektif”. Pada umumnya, pelaku usaha
secara mandiri maupun melalui keg- memahami “izin usaha belum efektif”
iatan sosialisasi yang diselenggarakan berfungsi sebagai legalitas operasional
DPMPTSP. Level pengetahuan pelaku sehingga tidak lagi melanjutkan proses
usaha memang bervariasi dan masih izin ke tahap pemenuhan komitmen
pada tingkat dasar berbasis informasi dan malah langsung menjalankan keg-
yang terbatas. iatan usaha.



Implikasinya adalah ketidakpastian
pelaksanaan kegiatan usaha dan ber-
potensi terkena sanksi pemda (berupa
pencabutan izin hingga pelarangan
usaha).

Pelaku usaha masih menemui kesu-
litan guna memperoleh izin melalui
sistem 0SS. Kesulitan awal muncul
saat menjalankan fitur-fitur 0SS sep-
erti pengisian data perusahaan, loca-
tion tagging, atau unggah dokumen.
Kesulitan lain yang dihadapi pelaku
usaha adalah tidak adanya fitur roll
back dalam sistem 0SS sehingga jika
terjadi kesalahan pengisian (input data/
informasi maupun unduh dokumen per-
syaratan), maka harus dilakukan proses
dari awal. Namun, secara umum, pelaku
usaha merespon positif kehadiran 0SS
yang dinilai menjamin proses penguru-
san izin lebih sederhana dan birokrasi
lebih mudah. Penggunaan NIB--yang
berfungsi sebagai Tanda Daftar Peru-
sahaan (TDP), Angka Pengenal Importir
(API), dan akses kepabeanan--me-
mudahkan pengurusan izin. Platform
digital juga bermanfaat bagi pelaku
usaha lantaran mendorong efisiensi
proses bisnis dan mengurangi interaksi
langsung dengan petugas sehingga
menghindari potensi pungutan liar dan
korupsi.

Pada sisi lain, produk 0SS belum diakui
lembaga perbankan dan lembaga pen-
gadaan barang/jasa. Di Kota Makassar
dan Kabupaten Lombok Tengah, mis-
lanya, pihak perbankan dan lembaga
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pengadaan barang/jasa masih meminta
TDP sebagai salah satu prasyarat saat
mengajukan pinjaman atau mengikuti
lelang barang/jasa pemerintah. Pa-
dahal, NIB juga berlaku sebagai TDP
(Tanda Daftar Perusahaan). Dalam
situasi demikian, instansi DPMPTSP
tetap memfasilitasi penerbitan TDP
secara terbatas. Hal ini dapat mer-
ugikan pelaku usaha yang perlu lebih
banyak prosedur dan waktu mengurus
izin yang pada gilirannya menyebabkan
ketidakpastian hukum berusaha.

Dari perspektif kemudahan
dan kepastian berusaha,
terlihat bahwa level masalah
yang paling mendasar adala-
han kemudahan tata laksana
perizinan tidak diikuti jaminan

kepastian proses (penggu-

naan fitur, koreksi kesalahan,

dll) maupun kepastian terkait

kedudukan hukum dari produk
perizinan OSS.
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IV.4. Temuan Umum Pelaksanaan

;‘ﬁ Temuan Umum :
— ] Aspek Regulasi

Sebagian substansi PP No.24 Tahun

2018 sebagai payung hukum pelaksan-
aan 0SS berbeda dari sejumlah peratu-
ran perundang-undangan yang sudah
ada (UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Daerah; UU No. 27 Tahun 2009 tentang
Penanaman Modal; dan UU No.26/2007
tentang Tata Ruang), terutama perihal
kewenangan penerbitan izin (lihat Box
di bawah ini). Terlepas dari perdebatan
panjang mengenai hal ini, perbedaan
tersebut sedikit-banyak mempengaruhi
lingkungan kebijakan dan semangat
pemda menjalankan 0SS, serta ber-
dampak kepda munculnya variasi
respon (persepsi) yang muncul yang
pada gilirannya berpengaruh kepada
kepastian hukum berusaha di daerah.

Belum lengkapnya NSPK mendorong
sebagian pemda menggunakan instru-
men Perkada untuk mengantisipasi
secara fleksibel perubahan yang baru.
Beberapa ketentuan yang terdapat
pada sistem 0SS, seperti mekanisme
pengawasan, belum memiliki NSPK
tersendiri. Ketiadaan stadar penga-
wasan atas perizinan ini mendorong
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Pemda kembali menggunakan SOP
lama yang berimplikasi kepada ketidak-
sesuaian proses bisnis perizinan lama
dengan tata kerja baru dalam kerangka
0SS. Selain itu, implikasi dari masih
dipakainya acuan lama adalah mun-
culnya variasi layanan perizinan di
daerah mupun antardaerah. Hal serupa
terjadi pada ketiadaan salah satu fitur
penting dalam sisitem 0SS, yakni e-
payment. Lantaran belum tersedianya
fitur tersebut dan NSPK tentang pem-
bayaran retribusi izin juga belum terbit
maka Pemda menggunakan SOP lama
yang belum menyesuaikan dengan sis-
tem 0SS. Hal ini bahkan juga dilakukan
oleh daerah yang sudah sepenuhnya
mengintegrasikan layanan perizinan
dengan 0SS seperti kabupaten Sidoarjo.

PP No.24 Tahun 2018
sebagai payung hukum
pelaksanaan OSS berbeda
dari sejumlah peraturan
perundang-undangan

yang sudah ada




A. Kewenangan pemberian Izin

Box 2.
Disharmoni Regulasi

* PP No. 24 Tahun 2018: Lembaga 0SS
- UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 25 Thn 2007 tentang Penanaman

Modal: Kepala Daerah

B. Kelembagaan Perizinan

* PP No. 24 Tahun 2018: Lembaga 0SS
- UU No. 23 Tahun 2014 & UU No. 25 Thn 2007: Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP)

C. Fungsi Izin dalam Penataan Ruang

* PP No. 24 Tahun 2018: pengeluaran izin yang belum efektif.

- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Pengendalian
Penataan Ruang melalui perizinan.
Catatan: Krusial untuk DKI Jakarta yang menghadapi masalah banijir

dan kemacetan.

D. Sanksi Pejabat Pemerintahan terhadap Peraturan Penataan Ruang

- PP No. 24 Tahun 2018: Nomenklatur 1zin yang belum berlaku Efektif
belum di payungi oleh undang-undang , sehingga menjadi resiko
hukum dari pejabat pemerintah (administrasi)

Belum lengkapnya NSPK mendorong
sebagian pemda menggunakan instru-
men Perkada untuk mengantisipasi
secara fleksibel perubahan yang baru.
Beberapa ketentuan yang terdapat
pada sistem 0SS, seperti mekanisme
pengawasan, belum memiliki NSPK
tersendiri.

Ketiadaan stadar pengawasan atas per-
izinan ini mendorong Pemda kembali
menggunakan SOP lama yang berimp-
likasi kepada ketidaksesuaian proses
bisnis perizinan lama dengan tata kerja
baru dalam kerangka 0SS. Selain itu,
implikasi dari masih dipakainya acuan
lama adalah munculnya variasi layanan
perizinan di daerah maupun
antardaerah.
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Hal serupa terjadi pada ketiadaan
salah satu fitur penting dalam sisitem
0SS, yakni e-payment. Lantaran belum
tersedianya fitur tersebut dan NSPK
tentang pembayaran retribusi izin juga
belum terbit maka Pemda mengguna-
kan SOP lama yang belum menyesuai-
kan dengan sistem 0SS. Hal ini bahkan
juga dilakukan oleh daerah yang sudah
sepenuhnya mengintegrasikan layanan
perizinan dengan 0SS seperti kabupat-
en Sidoarjo.

Regulasi sektoral tidak mengatur
secara rinci ketentuan soal waktu,
biaya, dan prosedur terkait pemenu-
han komitmen pariwisata. PP No.24
Tahun 2018 memang hanya mengurai-
kan prosedur, waktu dan biaya secara
umum, sementara penjabaran detil
dilakukan setiap kementerian dalam
NSPK sektor terkait. Namun tidak
semua instansi pusat tersebut mener-
bitkan NSPK yang mengatur lebih detil
mengenai prosedur, waktu dan biaya,
sebagaimana—misalnya—terlihat pada
Permenpar No.10 Tahun 2018 yang
mengatur NSPK perizinan pariwisata.
Dampak dari tidak detilnya NSPK adalah
terjadinya variasi praktek antar daerah
lantaran ketiadaan standard acuan lay-
anan yang mendorong pemda memilih
untuk kembali menggunakan SOP yang
lama.
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Belum tersedianya

fitur e-payment dan

NSPK tentang pembayaran
retribusi izin mengakibat-
kan Pemda menggunakan
SOP lama yang belum
menyesuaikan dengan
sistem OSS hal ini memicu
terjadinya variasi praktek
antar daerah lantaran
ketiadaan standar

acuan layanan




0* Temuan Umum:
$¥ Aspek Sistem

Belum semua daerah mengintegrasi-
kan perizinan ke 0SS. Dari sejumlah
daerah lokasi studi, hanya Kabupaten
Sidoarjo yang terbilang sepenuhnya su-
dah mengintegrasikan sistem layanan
perizinan mandiri yang terintegrasi
dengan 0SS. Sementara di daerah-
daerah lain, belum terintegrasinya
sistem perizinan dengan 0SS lantaran
standardnya lebih maju (advance)

pada fitur-fitur yang ada dalam sistem
perizinan yang sudah mereka jalan-
kan selama ini. Salah satu contohnya
adalah fitur mengenai penggunaan
tanda tangan elektronik. Pada seberang
situasi kontrasnya, alasan belum terin-
tegrasinya perizinan di sebagian daerah
lantaran pemda setempat masih belum
memahami dan menguasai cara kerja
pengintegrasian sistem pelayanan den-
gan SiCANTIK yang menjadi jembatan
integrasi ke sistem 0OSS.

Database perizinan yang diterima
Pemda dari sistem 0SS masih berdasar
kepada NIB, belum diklasifikasikan
menurut jenis izin yang diajukan pemo-
hon. Untuk mengetahui jumlah pelaku
usaha yang sudah memperoleh NIB,
pemda dapat mengakses data tersebut
pada sistem 0SS. Namun, sejauh ini,
data yang ditempatkan dalam sistem
0SS belum terklasifikasi berdasarkan
jenis perizinan.

Dari sejumlah daerah
lokasi studi, hanya
Kabupaten Sidoarjo yang
terbilang sepenuhnya
sudah mengintegrasikan
sistem layanan perizinan
mandiri yang terintegrasi
dengan OSS.

Dampaknya adalah pemda terlebih
dahulu harus melakukan klasifikasi
berdasarkan izin secara manual.

Ketiadaan fitur e-payment membuat
mekanisme pembayaran tidak jelas.
Salah satu fitur yang belum ada dalam
sistem 0SS adalah e-payment. Fitur ini
digunakan sebagai sarana pembayaran
izin yang memiliki pungutan (retribusi)
seperti izin bangunan (IMB). Ketiadaan
fitur penting tersebut mendorong pem-
da kembali memakai prosedur lama
dalam melayani pembayaran izin-izin
beretribusi. Dampak bagi pelaku usaha
adalah harus menggunakan SOP lama
yang tidak praktis jika dibandingkan
dengan 0SS lantaran harus mengurus
SKRD dan selanjutnya melakukan pem-
bayaran di loket pada DPMPTSP.
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Sebagian besar daerah belum memiliki

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Salah

satu tahapan yang ada dalam pendafta- ANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNNNNNANANNANNNNNNNNNNN
ran usaha di sistem 0SS adalah pen-
Box3.

Kapasitas TABG Lemah

etapan lokasi usaha (Location Tagging).
Kepastian penetapan lokasi usaha san-
gat bergantung pada keberadaan RDTR
yang mengatur blok hingga persil pe-

runtukan suatu lokasi. Namun, kenyat- Salah satu permasalahan yang
aan saat ini, di seluruh Indonesia hanya dihadapi oleh Kota Pontianak, se-
sejumlah kecil (11 daerah) yang memiliki bagai cotnoh kasus, dalam layanan
RDTR" . Ketiadaan RDTR ini berdampak IMB adalah ketiadaan Tim Ahli
pada tidak tepatnya penetapan lokasi Bangunan Gedung TABG. Sejauh ini,
usaha yang dimohonkan. Dampak lebih sulit ditemukan individu atau pihak
jauh adalah izin yang diberikan ber- terkait yang memiliki kemampuan
potensi tidak berada atau tidak sesuai memadai dalam melakukan pe-
pada wilayah yang seharusnya. nilaian bangunan, terutama untuk

bangunan kompleks. Hal ini ke-

Keberadaan sistem mandiri yang di- mudian berdampak pada lamanya

miliki sejumlah kementerian (Sistem el 140G, sl ssiu el

Informasi Bangunan Gedung, SIMBG

adalah hotel baru dengan klasifika-

dan SIINAS) menjadi tambahan prose- = beryeuen ke, Bxs el

dur dalam implementasi 0SS. Kedua usaha, lambatnya penerbitan izin

sistem ini mengharuskan adanya -
ini akan mengganggu

prosedur yang menjadi prasyarat untuk operasionalisasi

mengurus izin. Penggunaan SIMBG kegiatan usaha

menjadi tambahan prosedur untuk

mendapatkan IMB yang pada gilirannya

menyulitkan daerah lantaran adanya R OSSSS*®®™
kewajiban mengantongi rekomendasi
Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

sebagai bagian dari kelengkapan berkas

17 Sejumlah daerah dimaksud, antara lain, Kabu-
paten Ende (Propinsi NTT), Kota Medan (Propinsi
Sumatera Utara), Kota Payakumbuh (Propinsi Su-
matera Barat), Kota Bandung (Propinsi Jawa Barat),
Kota Malang dan Kota Surabaya (Propinsi Jawa

Timur).



perizinan. Sementara fakta di lapangan,
sejauh ini masih sangat sedikit daerah
vang memiliki TABG dengan kualifikasi
memadai (sesuai standard). Ketiadaan
rekomendasi ini dapat berpotensi pada
tidak terbitnya IMB dan dapat meng-
hambat proses pemenuhan komitmen.

Pada sisi lain, sistem 0SS belum opti-
mal mengakomodir sejumlah inovasi
daerah yang sudah lama diterapkan.
Perizinan paket yang dikembangkan
pemda Kota Surabaya, Kabupaten
Sidoarjo dan Propinsi DKI Jakarta, mis-
alnya, tidak terakomodir dalam sistem
0SS lantaran seluruh perizinan di 0SS
dilakukan secara sekuensial. Selain itu,
sistem baru tersebut juga belum mam-
pu mengakomodir fitur-fitur yang lebih
advance dari sistem yang ada di daerah.
Inovasi yang dikembangkan DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta berupa pemaka-
ian tanda tangan elektronik, misalnya,
belum bisa diakomodir sistem 0SS
yang baru sebatas barcode. Banyaknya
ragam inovasi perizinan di daerah yang
sudah lama berjalan dan menelan biaya
besar dalam pengadaannya menjadi
salah satu alasan di balik respon lam-
bat sejumlah pemda dalam melakukan

integrasi dengan 0SS.

@)

= Temuan Umum:
Aspek Tata Laksana

Secara umum, NIB sudah digunakan
sebagai persyaratan untuk menda-
patkan izin di semua daerah. Tanpa
mengantongi NIB, pelaku usaha tentu
tidak dapat melangkah ke tahapan beri-
kutnya untuk melakukan pengurusan
izin-izin lainnya. Hal ini tentu bernilai
positif dalam rangka memastikan
bahwa seluruh usaha yang didirikan su-
dah memiliki perizinan yang sah. Selain
itu, NIB juga sudah digunakan sejumlah
daerah sebagai persyaratan dan bagian
dari kelengkapan dokumen administrasi
untuk mengikuti proses pengadaan
barang dan jasa.

pada level implementasi,
koordinasi antar sistem
OSS, DPMPTSP dan BPN
dalam rangka pemenuhan
komitmen izin lokasi belum
optimal
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Boxa4.
FASILITAS BANTUAN

BAGI MASYARAKAT

Banyak daerah menyediakan
Help Desk dan Tenaga Fasili-
tator untuk membantu pen-
daftaran ke 0SS. Pengisian
data perusahaan melalui
sistem 0SS tentu belum fa-
miliar bagi sebagian pelaku
usaha (terutama yang sudah
lanjut usia). Selain itu, pema-
haman pelaku usaha juga
belum sepenuhnya sama
dalam melakukan pendafta-
ran di sistem 0SS. Penyedi-
aan fasilitas tersebut terasa
membantu dalam proses
pendaftaran yang mereka
lakukan. Suatu Help Desk
dikelola Tenaga Fasilitator
yang memiliki pemahaman
vang mumpuni dalam ope-
rasionalisasi sistem 0SS. Di
Kota Surabaya, misalnya,
terdapat 6 orang fasilitator
vang bekerja berdasarkan
wilayah layanan.

Namun, pada level implementasi,
koordinasi antar sistem 0SS, DPMPTSP
dan BPN dalam rangka pemenuhan
komitmen izin lokasi belum optimal.
Izin lokasi diperlukan para pelaku usaha
untuk memperoleh lahan usaha. Na-
mun, terdapat sejumlah ganjalan dalam
pengurusannya, termasuk keberadaan
Tim Koordinasi Penataan Ruang Dae-
rah (TKPRD) yang belum efektif. TKPRD
merupakan tim yang memutuskan apa-
kah izin lokasi dapat diterbitkan atau
tidak. Selain itu, ganjalan lain datang
dari masih adanya perbedaan pemaha-
man tentang izin lokasi antara DPMPT-
SP dan BPN. Bagi DPMPTSP, izin lokasi
adalah legalitas atas lokasi, sementara
BPN berpandangan bahwa izin lokasi
bukanlah syarat untuk mendapatkan la-
han. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya
instansi yang memberikan pelayanan
atas izin tersebut, sekaligus membin-
gungkan pelaku usaha dan memuncul-
kan ketidakpastian hukum.

Perubahan KBLI memerlukan penguba-
han terlebih dahulu atas akta pendi-
rian usaha. KBLI yang digunakan untuk
pengklasifikasian usaha mengalami
perubahan dari sebelumnya (versi
2015) menijadi versi 2017 sebagaimana
yang dipakai sistem 0SS. Untuk itu,
para pelaku usaha harus mengubah
akta pendirian usaha, khususnya pada
bagian “Maksud dan Tujuan”.




Pengubahan ini hanya dapat dilakukan
pihak notaris. Implikasinya, notaris lalu
menjadi satu-satunya pintu masuk
proses pengurusan pengubahan terse-
but dan secara monopoli bisa men-
etapkan besaran biaya yang potensial
merugikan pelaku usaha. Selain itu,
tidak terdapat kepastian lama waktu
pengurusan akta pendirian tersebut
yang pada gilirannya bisa berdampak
pada tersendatnya kelancaran pendaf-
taran usaha dan perizinan.

ganjalan lain datang

dari masih adanya
perbedaan pemahaman
tentang izin lokasi antara
DPMPTSP dan BPN

Box5.
Pengubahan Akta Terhambat

Salah satu contoh kisah terhambatnya proses perubahan
akta notaris datang dari Kota Pontianak. Pelaku usaha
yang ingin mendirikan perusahaan pengemasan minyak
goreng terpaksa tidak melanjutkan proses pengurusan
izin. Jenis usaha yang sebelumnya memakai KBLI 2015
harus disesuaikan dengan KBLI 2017 yang menjadi dasar
klasifikasi usaha dalam sistem 0SS. Perubahan tersebut
tertuang dalam akta notaris. Namun, setelah berproses
di depan Notaris, tidak diperoleh kepastian penyelesaian
perubahan sehingga perusahaan tersebut belum juga
beroperasi lantaran belum menyelsaiakan proses pen-
daftaran bagi penngubahan akta.
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IV.5. Mini Report Daerah
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A. DKI Jakarta

DKI Jakarta menerapkan dua sistem pe-

layanan: 0SS yang berintegrasi dengan
JakEVO, melayani perizinan SIUP (Gam-

bar 4.5); JakEVO (sistem pelayanan
mandiri DKI Jakarta), melayani pengu-
rusan izin-izin lain di luar SIUP. Artinya,
seluruh pengurusan izin di DKI Jakarta
masih menempuh prosedur pra-0SS:
tidak memiliki prosedur pemenuhan
komitmen. Meski demikian, DKI Jakarta
sudah menetapkan NIB sebagai salah
satu persyaratan seluruh izin.
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Integrasi 0SS dan JakEvo menambah
waktu pelayanan SIUP dari satu jam
menijadi tiga jam. Padahal integrasi
0SS dan JakEvo dalam pelayanan SIUP
bertujuan untuk perbaikan iklim EoDB
yang akan dinilai oleh World Bank
(Tabel 4.3.). Selain menambah waktu,
sistem terintegrasi antara 0SS dan
JakEvo berimplikasi pada penghapusan
kategori SIUP Kecil, SIUP Menengah dan
SIUP Besar dalam output pelayanan
perizinan SIUP



“Integrasi JakEVO dan OSS
masih difokuskan pada

pelayanan SIUP"

DKI Jakarta menilai PP 24/2018 ber-
tentangan dengan sejumlah peratu-
ran perundang-undangan. Pertama,
Keberadaan Lembaga 0SS sebagai
penerbit izin bertentangan dengan UU
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Penana-
man Modal. Kedua, prinsip kemudahan
izin melalui 0SS bertentangan dengan
fungsi pengendalian dalam UU No. 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Ini merupakan point krusial bagi DKI Ja-
karta yang berhadapan dengan persoa-
lan banjir dan kemacetan lalu lintas.

Integrasi 0SS dengan JakeEVO juga
mengalami kendala karena dua sistem
ini tidak kompatibel. Masalah ini berim-
bas pada sejumlah problem, antara lain:
Error 400: Gagal ubah status, data tidak
ditemukan. Error 400: 0SS ID dan NIB
tidak cocok; Mengirim perubahan data
ketika status izin belum final; Spam
perubahan data/pengiriman ulang data
keJakEvo; Status izin di JakEvo tidak
berubah ketika pengiriman ulang NIB.
Problem sistem ini diperumit karena
ketiadaan petunjuk teknis pusat terkait
integrasi 0SS dengan JakeVO. Jika ada
keluhan, pemohon izin atau masyarakat
langsung berkonsultasi di Lembaga 0SS
di BKPM.

Gambar 4.5. Integrasi OSS & JakEVO:Alur Pelayanan SIUP
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Tabel 4.3. EoDB DKI Jakarta Pasca-Integrasi OSS dan JakEVO

EODB 2019

Prosedur

Waktu

Proyeksi Setelah 0SS

Prosedur

Waktu

Biaya

1. | Membayar pengece- 1 hari 100.000 | Membayar pengece- 1 hari 100.000
kan nama perusahaan kan nama perusa-
haan
2. | Mendapatkan persetu- 1 hari - Mendapatkan 1 hari -
juan nama perusahaan persetujuan nama
di Kemenkumham perusahaan di Ke-
menkumham
3. | Mendapatkan form 1 hari 500.000 - [ Mendapatkan form 1 hari 500.000 -
akta dan dokumen 4.000.000 | akta dan dokumen 4.000.000
notaris notaris
4. | Mendapatkan persetu- 1 hari - Mendapatkan per- 1 hari -
juan akta dan penge- setujuan akta dan
sahan perusahaan pengesahan perusa-
haan
5. | Mendapatkan SKDU 2 hari - Mendapatkan SKDU 2 hari -
6. | Membayar biaya jasa 1 hari 930.000 | Membayar biaya jasa 1 hari 930.000
notaris (PNBP) notaris (PNBP)
7. | Mendaftarkan dan 7 hari - Mengurus pen- Kurang -
mendapatkan STUP & (kondisi daftaran NIB, BPJS dari 1 hari
TDP di PTSP riil adalah Ketenagakerjaan dan
<1jam) Kesehatan di sistem
0SS
8. | Mendaftarkan waijib 1 hari - Mendapatkan SIUP 7 hari -
lapor ketenagakerjaan dari sistem 0SS (kondisi
riil adalah
> 3 jam)
9. | Mendaftarkan BPJS 7 hari - Mendapatkan NPWP 1 hari -
ketenagakerjaan dan dan NPPKP
kesehatan
10. | Mendapatkan NPWP 1 hari - -
dan NPPKP




B. Kota Surabaya

Kota Surabaya masih menggunakan
SSW sebagai sistem pelayanan per-
izinan yang sah. Pemkot hanya men-
gakui keabsahan izin yang diterbitkan
SSW daripada 0SS. Implikasinya adalah
pelaku usaha lebih memilih SSW untuk
mendapatkan izin daripada 0SS.

Namun, Pemkot telah menerapkan sis-
tem 0SS pada penerbitan Nomor Induk
Berusaha (NIB). Dokumen ini sudah
menjadi persyaratan untuk mendapat-
kan izin-izin berusaha di Kota Surabaya.
Pengakuan keberadaan sistem 0SS

di Kota Surabaya ditunjukkan dengan
kepemilikan nomor akun dan login
akses PTSP. Kota Surabaya juga telah
mengaktivasi akun PTSP dalam sistem
0ssS.

. o4
LT L e o
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Pengakuan SSW sebagai sistem yang
sa berimplikasi pada belum beru-
bahnya SOP perizinan di Kota Sura-
baya. Dasar hukum pelayanan perizinan
masih menggunakan regulasi lama.

Namun, dari sisi kesiapan penerapan
0SS, khususnya pada aspek penataan
ruang, Kota Surabaya telah memiliki
RDTR terbaru untuk periode 25 tahun
ke depan. RDTR sesungguhnya menjadi
salah satu penentu utama sukses dan
gagalanya implementasi 0OSS.
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Gambar 4.6. Alur Perizinan OSS di Kota Surabaya
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Komitmen Kepala Daerah merupakan
faktor utama belum diterapkannya

0SS di Kota Surabaya. Walikota masih “Komitmen

berkukuh bahwa SSW merupakan sis- Kepala Daerah

tem yang memberikan kepastian dan menjadi alasan
kemudahan berusaha. Hal ini diperpa- belum terintegrasinya
rah dengan keterbatasan sistem 0SS Surabaya Single

sendiri yang belum memiliki fitur e-pay- Window (SS\W)

ment dan location tagging yang belum dengan 0SS."

sempurna.
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C. Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo merupakan satu daerah yang
telah mengintegrasikan proses lay-
anan perizinan ke sistem 0SS. Proses
integrasi tersebut sudah dilakukan
sejak Agustus 2018. Pada saat inte-
grasi dilakukan, Sidoarjo tidak melayani
perizinan melalui sistemn mandiri SIMY-
ANDU dan menyelenggarakan perizinan
manual selama sebulan. Sampai saat,
Sidoarjo siap mengupdate sistem jika
ada perubahan NSPK.

Sidoarjo juga telah menerbitkan pera-
turan terbaru untuk menyesuikan

SOP perizinan dengan PP No. 24 Tahun
2018. Hanya saja untuk proses pem-
bayaran masih memakai SOP lama,
karena sistem 0SS belum memiliki
fitur pembayaran. Selain itu, perizinan
bangunan juga tidak menggunakan
SIMBG karena menyulitkan pelayanan di
daerah.
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DPMPTSP Sidoarjo menyediakan help
desk untuk membantu pelaku usaha
yang mengurus izin melalui 0SS. Ke-
beradaan help desk tersebut didukung
dengan ketersediaan tenaga pelayanan
yang memiliki kemampuan teknis men-
genai sistem 0SS. Bagi pelaku usaha,
keberadaan help desk tersebut sangat
membantu khususnya dalam menda-
patkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

OPD teknis bertugas melakukan pen-

gawasan terhadap izin-izin yang telah |
terbit dan menerbitkan rekomendasi
terutama untuk pemenuhan komit- |
men. Pengawasan tersebut dilakukan di
bawah koordinasi DPMPTSP.

Gambar 4.7. Alur Perizinan OSS di Kab. Sidoarjo
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D. Kabupaten Deli Serdang

Deli Serdang menerapkan 0SS pada 9
Mei 2019, namun belum mengintegrasi-
kan sistem SRIDELI dengan 0SS. Pen-
gurusan NIB, Izin Usaha (belum efektif)
dan Izin Operasional/Komersial (belum
efektif) dilakukan melalui sistem OSS.

Pemenuhan komitmen (Izin Lokasi,
IMB, dan Izin Lingkungan) diproses di
aplikasi perizinan daerah: Srideli. Para
pelaku usaha sudah bisa mengakses
0SS untuk mendapatkan NIB, izin usaha
(belum efektif) dan izin operasional/

komersial (belum efektif).

“Pemenuhan
komitmen
menggunakan
SOP lama.”




Gambar 4.8. Alur Perizinan OSS di Kab. Deli Serdang

Penadlirian Usiha

DPMPTSP menyediakan Help desk bagi
masyarakat untuk mengakses atau
berkonsultasi tentang 0SS. DPMPTSP
menyediakan loket layanan khusus bagi
masyarakat yang ingin berkonsultasi
atau meminta bantuan untuk mengu-
rus perizinan, terutama NIB.
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Tantangan penerapan sistem 0SS di
Deli Serdang, antara lain: (1) Belum ada
ruang untuk menjelaskan alasan peno-
lakan oleh sistem ketika berkas permo-
honan ditolak; (2) Tidak ada notifikasi
ke daerah terkait izin-izin yang belum
efektif/belum memenuhi komitmen.




E. Kabupaten Toba Samosir

Tobasa belum mengintegrasikan sis-
tem mandiri daerah (SIPATUPA) den-
gan 0SS. Keterbatasan SDM dan ang-
garan menjadi kendala dalam proses
integrasi. Proses pemenuhan komitmen
pun menggunakan SIPATUPA.

Tobasa mensyaratkan Izin Tetangga
untuk mendapatkan TDUP. RTRW dan
RDTR seharusnya menjadi acuan uta-
ma, bukan persetujuan tetangga. Lebih
dari itu, regulasi pusat sudah mencabut

perizinan tetangga.

“Pelayanan
perizinan masih
memakai SOP lama,
dukungan SDM

dan infrastruktur
terbatas.”




Gambar 4.9. Alur Perizinan OSS di Kab. Toba Samosir
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Pemahaman user masih masih ter-
batas mengenai 0SS, khususnya terkait
pemenuhan komitmen izin usaha dan
izin komersial. Kondisi ini terjadi karena
minimnya sosialisasi Pemda.

Pemda Tobasa belum melakukan
pengawasan optimal terhadap Izin
Pariwisata yang diterbitkan. Persoalan
ini berakar pada: keterbatasan jumlah
personil dan anggaran pengawasan;
dan, ketidakpastian regulasi daerah sep-
erti Perda Provinsi Sumut No. 1 Tahun
1990 yang tidak relevan dengan kondisi
saat ini.
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F. Kabupaten Lombok Tengah

Lombok Tengah belum memiliki pera-
turan turunan terkait 0SS, namun
Pemda sedang merevisi perda sebagai
tindak lanjut PP No. 24/2018. Daerah
masih menerapkan perda (SOP) lama
dalam sistem dan tata laksana pemen-
uhan komitmen yang berimplikasi pada
ketidaksesuaian bisnis proses perizinan
yang lama dengan sistem 0SS. Terkait,
pelayanan yang belum diatur NSPK
0SS, Pemda mengacu pada SOP lama.
Contoh: mekanisme pembayaran retri-
busi.

NIB sudah menjadi persyaratan dalam

mendapatkan izin. Namun, pemenuhan
komitmen masih diurus di DPMPTSP
dan OPD terkait.

“Lombok Tengah
sedang
mengintegrasikan
sistem mandiri
daerah (Hayuk
Bandung)
dengan OSS."




kpPQD

Sistem Hayuk Bandung belum terin- Salah satu kelemahan sistem 0SS
tegrasi dengan 0SS. Pemda sedang adalah fitur penentuan lokasi (Location
memproses intergrasi tersebut dengan tagging) yang tidak sesuai dengan tata
bantuan Dinas Kominfo. Jika pelaku ruang daerah. Mengatasi persoalan ini,
usaha mengalami kesulitan dalam Pemda menggunakan SKRK dari Dinas
mengakses 0SS, Lombok Tengah me- PU dan Penataan Ruang. Hambatan lain
miliki help desk dan fasilitator untuk adalah server 0SS yang sering down
memberikan bantuan. dan menghambat pelaku usaha dalam
memperoleh TDUP.

Gambar 4.10. Alur Perizinan OSS di Kab. Lombok Tengah
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G. Kota Mataram

Kota Mataram telah menerbitkan
Perda No. 2/2019 tentang pelayanan
perizinan untuk menindaklanjuti PP
24/2018. Penerapan 0SS masih se-
batas penerbitan NIB dan izin usaha.
Sementara izin komersial/operasional,
masih dilayani di sistem daerah (SIMY-
ANDU).

Pelaku usaha diarahkan untuk memen-
uhi komitmen terlebih dahulu sebelum
mengurus izin melalui 0SS. Hal ini ter-
jadi karena Pemda masih menggunakan
SOP lama karena belum lengkapnya
NSPK sebagai petunjuk pelaksanaan
dan acuan bagi SOP. Alur ini tidak sesuai
dengan PP No. 24/2018 dimana komit-
men bisa dipenuhi setelah mendapat-
kan izin usaha belum efektif.
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Gambar 4.11. Alur Perizinan OSS di Kota Mataram

_oss | oss | oeovems | oewerse | oss | oewrse |
Dimaz LA
—t

Leln L gan-

ATH /BN : | | _ .
|
NIB J—MJ-— o T ..u.....|— J— o

DEnas FUPE "'I

i

o
|

AT

Bempinan

Minimnya sosialisasi 0SS kepada
pelaku usaha. Pengusaha hotel men-
gaku masih kesulitan untuk mengguna-
kan fitur-fitur 0SS. Mengatasi masalah
tersebut, DPMPTSP menyediakan help
desk untuk memfasilitasi penggunaan
0SS dalam mendapatkan izin.

Pemda menerbitkan dua jenis SKRK
yaitu SIMBG dan cetakan manual SKRK.
Pembuatan cetakan manual bertu-

juan untuk mengantisipasi SIMBG yang
belum berfungsi optimal. Berdasarkan
Peraturan Menteri PUPR No. 19 Tahun
2018, SKRK yang menijadi persyara-

tan IMB harus diinput melalui SIMBG
yang berada di bawah kewengangan
Dinas PUPR. Hal ini dapat menimbulkan
ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam
permohonan SKRK.




H. Kabupaten Maros

Sistem Simple Maros belum terintegra-
si dengan 0SS. Namun, Simple Maros
saat ini sedang dalam proses integrasi
dengan 0SS. Proses ini juga diperkuat
dengan bimtek-bimtek yang diberikan
kepada tenaga IT di DPMPTSP.

Maros belum memiliki peraturan
turunan (perda/perbub) terkait 0SS.
Saat ini, Pemda Maros sedang berupaya
merevisi Perda (SOP) untuk menindak-
lanjuti sekaligus menyesuiakan busi-
ness process perizinan dengan 0SS.

“Kabupaten
Maros sedang
mengintegrasikan
sistem

perizinan daerah
(Simple Maros)
dengan OSS.”
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Gambar 4.12. Alur Perizinan OSS di Kabupaten Maros
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NIB sudah menjadi persyaratan izin.
Namun, pemenuhan komitmen masih
dilayani oleh DPMPTSP dan OPD
terkait. Pemmda menyediakan help desk
dan fasilitator untuk membantu user
yang belum memahami pengurusan
izin melalui 0SS..

Salah satu kelemahan sistem 0SS
adalah fitur penentuan lokasi (loca-
tion tagging) yang tidak sesuai dengan
tata ruang daerah. Maros baru memiliki
RTRW. Terkait infrastruktur, masih ter-
dapat blind spot sehingga mengganggu
proses pelaku usaha yang mengurus
|UI di daerah.




|. Kota Makassar

“Masih
memakai
sistem layanan
mandiri dan

membuka

pelayanan
manual”

Sistem mandiri (e-Le’bami) Kota Makassar belum
terintegrasi dengan sistem 0SS. NSPK yang be-
lum lengkap dinilai sebagai penghambat integrasi
sistem perizinan ini. Layanan perizinan masih
menggunakan sistem perizinan daerah (e-Le’bami)
maupun secara manual. Kondisi ini membuka pe-
luang kolusi dan korupsi perizinan.

Masih terdapat lembaga perbankan yang tidak
menerima NIB sebagai penganti TDP sebagai
syarat pengajuan pinjaman permodalan. DPMPTSP
pun masih memfasilitasi penerbitan TDP. Pada-
hal, PP No. 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa
dokumen elektronik keluaran 0SS berlaku sah

dan mengikat berdasarkan hukum. Hal ini, dapat
menyulitkan pengusaha yang hendak mengakses
permodalan dari perbankan.
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Gambar 4.13. Alur Perizinan OSS di Kota Makassar
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Pengurusan izin melalui 0SS baru
masih sebatas NIB dan Izin Usaha.
Pelaku usaha mendapatkan NIB dan Izin
Usaha (belum efektif) di 0SS. Sementa-
ra pada proses pemenuhan komitmen,
pelaku usaha akan mengurus secara
manual di DPMPTSP atau melalui e-
Le'bbami.

Pelaku usaha masih sering misinter-
pretasi dan misinformasi terkait status |
izin keluaran 0SS. Pelaku usaha men-
ganggap bahwa izin usaha (belum efek-
tif) yang diterbitkan 0SS sudah menjadi
dasar legal untuk memulai usaha.
Padahal, keabsahan sebuah izin hanya
akan diperoleh ketika pelaku usaha
sudah memenuhi komitmen. Keadaan
ini membuat banyak pelaku usaha
tidak melanjutkan proses izin ke tahap
pemenuhan komitmen. Hal ini berimp-
likasi pada ketidakpastian pelaksanaan
kegiatan usaha dan peluang pengenaan
sanksi oleh pemda berupa pencabutan
izin hingga pelarangan usaha.




J. Kabupaten Kubu Raya

Kubu Raya sudah mengintegrasikan
0SS dengan sistem mandiri daerah, ke-
cuali untuk 3 izin: izin PAUD, IUMK, dan
SPPL). Alasannya, ketiga izin tersebut
tidak dilayani sistem 0SS.

DPMPTSP menerapkan mekanisme
penjemputan komitmen. Inovasi ini
merupakan wujud diskresi daerah
dalam rangka menyelesaikan hambat-
an perijinan. Mekanisme jemput komit-
men ini dapat meminimalisir kemung-
kinan penutupan usaha industri akibat
keterlambatan pemenuhan komitmen.

“Kabupaten

Kubu Raya
menerapkan
mekanisme
jemput komitmen
untuk membantu
pelaku usaha.”
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Gambar 4.14. Alur Perizinan OSS di Kabupaten Kubu Raya
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Dokumen izin masih menggunakan
tandatangan manual. Mekanisme ini
berpotensi menambah waktu karena
penandatanganan manual membutuh-
kan kehadiran pejabat yang berwenang.

Minimnya sosialisasi pemda membuat
pelaku usaha kurang memahami lIzin
Usaha yang belum efektif. Hal ini ber-
implikasi pada banyak perizinan (belum
efektif) yang tidak dilanjutkan dengan
proses pemenuhan komitmen. Kelalaian
pemenuhan komitmen beresiko terha-
dap penutupan usaha dan berkonflik
atau mengganggu lingkungan sekitar.
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J. Kota Pontianak

Kota Pontianak tidak melayani izin
lokasi. Perda dan SOP perizinan tidak
mengatur tentang pelayanan Izin
Lokasi. Sementara itu, Kantor BPN

"Pelayanan Pontianak justru mengatur mengenai

pemenuhan prosedur izin lokasi sesuai ketentuan

k . PP 24 Tahun 2018. Dampaknya adalah
omitmen IMB secara sistem, BPN mendapat notifikasi

masih izin lokasi (mencapai 1500 permoho-
membutuhkan nan), namun tidak ada permohonan

waktu lama.” vang ditindaklanjuti ke kantor BPN.
Perbedaan prosedur antara SOP Pemda

dan BPN berpotensi merugikan pemo-

hon sekaligus mempersulit
proses pelayanan.



Gambar 4.14. Alur Perizinan OSS di Kabupaten Kubu Raya
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Pelayanan IMB masih dilakukan se-
cara manual. Hal ini memberatkan
masyarakat dan menambah biaya.
Selain itu dapat membuka peluang ko-
rupsi dan kolusi.

Kota Pontianak juga masih menerap-
kan izin tetangga. Ini merupakan per-
syaratan tambahan untuk semua jenis
izin baru. Padahal, izin tetangga tidak
persyaratkan dalam regulasi nasional,
termasuk PP No. 24/2018 tentang OSS.

Pengawasan terhadap izin yang sudah
diterbitkan belum optimal. Pengawasan
yang sudah dilakukan bersifat pasif,
tergantung pengaduan masyarakat. Hal
ini terjadi karena keterbatasan personil
dan anggaran Pemda.
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Gambaran situasi (masalah dan capaian) maupun biang masalah dan akar pe-
yebabnya sudah terpetakan dalam bab sebelumnya. Bertolak dari sana, studi ini
hendak mengajukan usulan penataan kebijakan, perumusan strategi pelaksanaan
hingga penguatan kapasitas birokrasi bagi lanjutan reformasi ke depan. Usulan
perbaikan bagi optimalisasi atas segala hal yang saat ini sudah ada dan tambahan
upaya lain atas hal-hal lain yang belum dikerjakan kiranya dapat diringkas dalam
suatu visualisasi berikut ini:

Gambar 5.1. Bagan Lanjutan Reformasi Perizinan

-
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A. Deregulasi : Rasionalisasi dan Kepastian
Jenis Perizinan dalam Regulasi

g Menerbitkan Omnibus Law

¥ sebagai payung hukum tunggal
perizinan. Keberadaan izin yang
tidak ada dalam daftar menu
perizinan (penggunaan closed
list system) waiib diperlakukan
sebagai bukan izin atau ilegal.
Dengan demikian ada kepas-
tian hukum serta menjadi pintu
masuk bagi rasionalisasi, simpli-
fikasi dan standarisasi perizinan
di Pusat maupun Daerah.

v

Menyusun NSPK generik sebagai
model bersama semua pihak
(Pusat dan Daerah). Kementerian
dan Lembaga di Pusat memang
menerbitkan NSPK sektoral seba-
gai acuan pelaksanaan perizinan
(termasuk bagi pemda saat me-
nyusun SoP daerah). Pedoman
tersebut tetap memerlukan
kerangka umum yang merupa-
kan turunan dari PP No.24 Tahun
2018 (bandingkan dengan kasus
serupa pada kerangka regulasi
penyusunan SPM).

B. Digitalisasi : Satu Sistem, Satu Data melalui

Optimalisasi SiCANTIK

Satu Sistem, Satu Data: proses integrasi layanan perizinan

-

melalui optimalisasi SiCANTIK. Optimalisasi ini akan menyatu-
kan seluruh sistem layanan perizinan yang ada di level pusat
maupun daerah. Sistem ini mesti menjadi satu-satunya point
service bagi pelaku usaha tanpa harus berhadapan dengan sis-
tem layanan K/L dan pemda (tentu peran pemda tetap dibuka
sebagai pemangku otoritas persetujuan permohonan izin, ter-
masuk pemenuhan komitmen). Dari sistem tunggal tersebut
akan diperoleh satu kesatuan data perizinan usaha (one data)
yang bisa digunakan sebagai basis data pengendalian/penga-
wasan dan pemantauan kinerja perizinan oleh Kementerian/
Lembaga sampai Pemda.




Pembuatan platform yang lebih user friendly dan memuat

elemen yang lengkap. Variasi jenis aplikasi sistem 0SS juga

dilakukan agar memudahkan pelaku usaha untuk mengakses,

sekaligsu berinteraksi dan mengecek proses kerja perizinannya.

Di sini, suatu platform digital perizinan sekurang-kurangnya me-

nampilkan sejumlah elemen praktis dan dinamis, seperti fitur-

fitur pendukung, mekanisme self-administration dan interface,

pengaduan dan penyampaian informasi relevan lainnya, opsi

pembatalan dan persetujuan izin, hingga piranti e-payment, dst.

C. Debirokratisasi : Efisiensi Proses Bisnis melalui

Penguatan Sinergitas Sistem

Proses integrasi horizontal di Pu-
sat (Kementerian/Lembaga) dan
vertikal (Pusat dengan Daerah)
mensyaratkan kuatnya sinerji
kelembagaan dan para pihak di
berbagai lini kerja. Keterpaduan ini
jelas krusial untuk mengeliminir
hambatan dalam implementasi
(terutama pemenuhan izin komit-
men) dan lebih jauh lagi mewujud-
kan layanan perizinan lebih mudah
(prosedur), proporsional (biaya) dan
cepat (waktu). Di sini perlu dikem-
bangkan aneka kegiatan pembinaan
dan konsolidasi guna membangun
komitmen kepala daerah untuk
memimpin proses sinkronisasi dan
integrasi layanan perizinan kedalam
0SS.

Pada giliran berikutnya adalah
upaya penguatan peran Satgas
percepatan kemudahan beru-
saha serta koordinasi intrapemda
maupun pemda dengan instansi
vertikal dalam keseluruhan rang-
kaian penyelenggaraan layanan

perizinan.
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